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DINAS SOSIAL

Menimtrang
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A]lmat :.lalam hi 86tu- Kom k Perkantoran PEMDA, Kode Pos 95885

SIJRAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSL\L KABUPATEN KEPUI,AUAN TALAUD

NOMoR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STAI\IDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL
KABUPAI'EN KEPULAUAN TALAUD

KEFALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

a. bahwa urLtuk mewujudkan kepastian tentang hak,

tanggung fawab, kewajiban dan kewenangan seluruh

pihat terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik di

Dinas Sosi;rl Kabupaten Kepulauan Talaud dan dalam

rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan

yang baik" terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam

memperoletr pelayanan publik secara optimal serta

mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam

meningkatJ<an kualitas pelayanan publik, maka perlu

ditetapkan standar pelayanan publik;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas mal<a

perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Kepulauan Talaud.

1. Undang-Uudang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

keterbukaa.r Informasi Publik (L,embaran Negara

Republik hrdonesia Tahun 2O8 Nomor 61, Tambahan

kmbaran \egara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Urrdang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O09 Nomor 112, Tambahan l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038) ;

3. Undang-Urrdang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

PemerintatLan Daerah (l,embaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Ur-rdang Nomor 40 Tahun 20O4 tentang Sistem

Jaminal iSosial (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20Ct4 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara

Republik IrLdoneia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2O1l tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (l,embaran Negara

Republik Irrdonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20ll tentang

Penanganan Fakir Miskin ( Lembaran Negara Republik

Indonesia'lahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

7. Undang-U.edang Nomor 13 Tahun 1998 tentang

Kesejahteraan t anjut Usia ( tembaran Negara Republik

Indonesia'lahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

8. Undang-U:-rdang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyarrdang Disabilitas (kmbaran Negara Republik

Indonesia 'Iahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

9. Undang-U::rdang Nomor 20 Tahun 20O9 tentang Gelar,

Tanda Jas,a, dan Tanda Kehormatan (tembaran Negara

Republik I rdonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan

kmbaran J\,legara Republik Indonesia Nomor 5O23);

10. Undang-U:edang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang

Perlindung;an Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor lo9,Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4235);

11. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2OO7 tentang

Pelaksanazrn Pengangkatan Anak (kmbaran Negara

Tahun 2O07 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4768);

12. Undang-Urrdang Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang

Pemberantasan Tindak Pida-na Perdagangan Orang (

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 58,
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Menetapka-n

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

472O);

13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2O18 tentang Organisasi Dan Tata Keda Unit

Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial T\rna Sosial dan

Korban Pe rdagangan Orang Di Lingkungan Direktorat

Jenderal Flehabilitasi Sosial (Berita Negara Tahun 2O l8

Nomor 107 8);

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor KEE /26IM.PANI2I2OO4 Tentang Petunjuk teknis

transpararLsi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pelayanan publik.

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN

KEPULAUAN TAI,AUD TENTANG STANDAR PELAYANAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD.

Pembinaan dan Pengawasan atas keputusan ini

dilaksanakarL oleh Pegawai Dinas Sosial.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan trilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal AV Januari 2023

KEPALA DINAS,

NELSON UD

7h
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K.T,TA PENGANTAR

Puji syukur kami panja.ttan kehadirat T\rhan Yang Maha Esa, atas

terselesaikannya Buku Standrr Pela5ranan PT BLIK (SPPI di UIIIT XER.TA

DII{AS SOSIAL KABIIPATEN IIEPITLAUAN TALIIUD. Dalam buku ini
memuat Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Publik
UNIT DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD, 12 Standar
Pelayanan Publik yang telah ,lisusun sesuai Permenpan No 15 tahun 2O14

terkait pemisahan antara konrponen deliuery dan manufacturing serta berisi
maklumat pelayanan UNIT DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPUIAUAN

TALAUD.

Dalam pembuatan Bulcu Standar Pelayanan Publik ini tentunya
banyak masukan dan konstribusi dari berbagai pihak yang terkait terutama
dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas,Kepala Bidang, Kepala Seksi,Para Staf,

Serta Tim Standar Pelayanan Publik DINAS SOSIAL Kabupaten Kepulauan

Talaud, maka pada kesempaLrn ini kami mengucapkan terima kasih yang

sebesar besarnya.

Dokumen Standar Petryanan Publik ini telah memenuhi sebagian

besar dari seluruh komponen pelayanan publik yang ada di Dinas Sosial,

narnun selalu akan dilakukan update dari waktu ke waktu, untuk itu
masukan dan saran kami halapkan demi peningkatan pelayanan di Dinas

Sosial .

Demikian Br:ku Standar Pelayanan Publik ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya

DINAS,

NEI,SON UD

*s'scstlu
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BAB I
PEITDAIIULUAIT

A. Latar Belakang

Standar Pelayanan merupakan tolok ukur penyelenggaraan

pelayanan bagi pelaksana dan pengguna layanan kepada masyarakat

Komponen ini, menjadi acuan untuk mengukur efektivitas pelayanan

dan mengukur kepuasan llengguna layanan saat mengakses layanan di

unit publik. Tingkat kepuasan pengguna layanan itulah yang kemudian

dijadikan bahan masukan untuk terus membenahi penyelenggaraan

pelayanan publik agar lebih baik. Perbaikan pelayanan harus sela-lu

dilakukan seiring perkembangan kebutuhan pengguna layanan ,

dengan begitu, kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan

dinamis dan terus menunjukkan kualitasnya yang baik.

Pelayanan publik rr.enjadi wacana menarik dewasa ini. Yang

dibicarakan berkisar dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan

hak-hak, semakin beragarnnya produk pelayanan yang diselenggarakan

penyelenggara negara hingga derasnya arus pengawasan terhadap proses

penyelenggaran pelayanan publik. Inilah salah satu perkembangan luar

biasa dalam dinamika pembangunan Republik Indonesia.

Dari sudut pandang 1>enyelenggara pelayanan publik, ada keinginal

memperkaya ragam pela yanan publik guna memenuhi kebutuhan

masyarakat, pun tak lupa ,senantiasa ditingkatlan kualitasnya. Berbagai

upaya penyederhanaan prosedur, pemangkasan waktu pelayanan dan

peningkatan efisiensi bialra psl.raran terus menerus disempumakan

oleh setiap unit penye lenggara. Peningkatan semangat melayani

masyarakat juga dibareng L dengan makin terbukanya pola pikir para

penyelenggara dalam pelibe.tan masyarakat guna merumuskan perbaikan
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Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9

tentang Pelayanan Publik, l;ahwa setiap penyelenggara pelayanan publik,

baik yang memberikan pe layanan kepada masyarakat secara langsung

maupun tidak langsung w,ejib menlrusun, menetapkan, dan menerapkart

Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur

dalam penyelenggara€rn pelayanan di Iingkungan masing-masing.



proses pelayanan. Keterbukaan ini masih ditambah dengan kesediaan

menerima dan mengelola l:eluhan masyarakat yang merupakan umpan

balik penyempurnaan proses pelayanan publik.

DINAS SOSIAL Kabupaten Kepulauan Talaud selaku penyelenggara

pelayanan publik perlu berjalan beriringan dalam proses perubahan

tersebut.. Tuntunan perbaikan diberikan dengan upaya mengingatkan

penyelenggara agar mernperhatikan standar pelayanan. Manakala

ditemukan potensi kepatuhan rendah terhadap ketentuan mengenai

standar pelayanan, perlu diberikan pengaruh agar para penyelenggara

kembali kedalam koridor yrr.ng seharusnya.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pada Dinas Sosia-l sebagar

pusat layanan masyarakat dan mendorong peningkatan kualitas

pelayanal publik, Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud membuat

buku tentang Standar Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan

Talaud sebagai acuan penerapan standar pelayanan publik.

B. TuJuaa Pembuatan Standar Pelayaaaa

1. Untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kineda

pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan

kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan

masyarakat.

2. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap pelaksana dan pengguna

layanan bisa mengetah ri hak dan kewajiban atas pelayanan yang

diberikan dan diterima.

C. Langkah - langkah Kegiartaa Penyusunan Standar Pelayanan

1. Penyusunan Rancangan Standar Pel,ayaaan

Pada awal penJrusunan Standar Pelayanan, organisasi penyelenggara

pelayanan, memiliki kewajiban untuk menyusun Standar Pelayanan

berupa Rancangan Standar Pelayanan terlebih dahulu sebagai bahan

diskusi dengan masyaral<at.

L,angkahJangkah yan,3 harus dilakukan dalam penyusunan
Rancangan Standar

Pelayalan adalah dengzrn cara melal<ukal Identifikasi Persyaratan,

Idenffikasi Prosedur, Identifikasi Waktu, Identifikasi Produk

Pelayanan, Penanganan Pengelolaan Pengaduan dan seterusnya
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2. Partislpasl Masyarakat dalam Penyusunaa Standar Pelayaaan

Sebagaimana amanat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25

Tahun 20O9, bahwa dalam penyusunan penetapan Standar Pelayanan

Publik wajib dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dan

pihak-pihak terkait.

Metode yang dapat digunakan dalam proses diskusi ini

antara lain:

a. Diskusi Grup Terfokrs (Foansed Group Disanssion)

Metode ini dipergu:eakan untuk melakukan pembahasan yang

lebih mendalam tertLadap materi Rancangan Standar Pelayanan,

bila dipandang perlu dengan mengundang narasumber ahli yang

terkait dengan jenis pelayanan yang dibahas.

b. Dengar Pendapat (Pu blic Heaing)

Metode ini dipergunakan untuk melakukan penelusuran fakta-

fakta yang dapat mengungkap kepentingan khalayak ramai yang

sesungguhnya. Cata ini dilakukan dengan mengundang praktisi

yang dipandang bisa mewakili publik untuk didengar pendapatnya.

3. Penetapar Stardar Pefayanan

Sebelum dilakukan p€ netapan Standar Pelayanan, penyelenggara

wajib membuat Berita Acara Pembahasan Standar Pelayalan. Pihak-

pihak yang terlibat dalam pembahasan wajib turut serta memberikan

tanda tangan. Standa, r Pelayanan yang telah disepakati antara

penyelenggara dan pe ngguna layanan kemudian ditetapkan oleh

penyelenggara pelayan an publik.

4. Penerapaa Standar Pela5ranan

Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan tersebut, selaljutnya siap

diterapkan oleh unit pr:layanan yang bersangkutan. Proses penerapan

Standar Pelayanan ini dilakukan dengan Interno,lisasi dan sosiaftlsasi

kepada pihak-pihak terkait. Internalisasi diperlukan untuk

7

T\:juan keikutsertaan masyarakat dalam forum pembahasan bersama

adalahuntukmenyelarer.skan kemampuan penyelenggara

pelayanan dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat dan

kondisi lingkungan, guna mengefektilkan penyelenggaraan pelayanan

yang berkualitas.
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memberikan pemaharnan kepada seluruh jajaran organisasi

penyelenggara pelayan.an. Sedangkan, sosialisasi perlu dilakukan

untuk membangun pemahaman dan pers€unaan persepsi di

lingkungan unit/ satker penyelenggara pelayanan. Proses internalisasi

dan sosialisasi ini agar <lidokumentasikan oleh penyelenggara.

5. Peaetapaa Mallumat lrelayanaa

Sebelum menerapkan Standar Pelayanan, penyelenggara diwajibkan

untuk menyusun dal menetapkan Maklumat Pelayanan. Mal<lumat

Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dankewajiban

penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan

Standar Pelayanan. Hal-hal yang perlu dimuat dalam Maklumat

Pelayanan adalah:

a. Pernyataan jarrji dan kesanggupan untuk melaksanakan

pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.

b. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan

akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.

c. Pernyataan kesedi:ran untuk menerima sanksi, dan/ atau

memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak

sesuai standar.

Mallumat Pelayanan y:rng telah disusun wajib dipublikasikan secara

luas, jelas, dan terbuk:r kepada masyarakat, melalui berbagai media

yang mudah diakses oleh masyarakat

6. Pemantauan dan Evaluasi

Pada prinsipnya proses pemantauan dan evaluasi ini dilakukan

untuk melakukan e'raluasi kinef a pelayanan sebagai dasar

perbaikan berkelanjutan. Dalam proses pemantauan dilakukan

penilaian apakah Standar Pelayanan yang sudah disusun dapat

dilaksanakan dengan baik, apa yang menjadi faktor kunci

keberhasilan dan apa yang menjadi faktor penghambat. Metode yang

dapat dipergunakan antara lain:

a. Analisis dokumen

b. Survei, wawancara. Survei dapat dilakukan dengan menggunakan

metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

c. Pengaduan pelayanzrn publik



Berdasarkan hasil p( mantauan dan evaluasi yang dilakukan,

penyelenggara pelayar ran dapat melakukan perbaikan untuk

peningkatar kualitas pelayanan publik/ inovasi secara berkelanjutan

(antinuous imp ro u em.erttl .

D. Slstematlaa Penulisan Strradar Pelayanan

Berdasarkan Peraturan M.enteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor l5 Tahun 2O14 Tentang

Pedoman Standar Pelayanan, bahwa komponen Standar Pelayanan harus

memuat:

1. Komponen Stendar Pelayanan yaag terkait dengan proses

penyampaian pelaJranan (seruice deliueryl meliputi:

a Persyaratan

b- Sistem, m ekaaisrne, dan prosedur

c. Jangka waktu pelayanan

d. Produk pelayanan

e. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

2. Konponea Stattrdar Pelayaaan Jrang terkait dengan pnoses

pengelolaaa pelayaran di internal organisasi ltnznufartr,urfngfl
nellputl',

a. Dasar hukum

b. Sarana dan prasara:-ra, dan/ atau fasilitas

c. Kompetensipelaksara

d. Pengawasan internal

e. Jumlah pelaksana

f. Jarninan pelayanan

g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

h. Evaluasi kine{a pelaksana

Adapun Sistematika PentLlisan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial

Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

2. Persyaratan Pelayanan

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

4. Jangka Waktu Penyelesraian

5. Produk Pelayanan
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6. Sarana, Prasrana dan /:rtau Fasilitas

7. Kompetensi Pelaksana

8. Pengawasan Internal

9. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

10.Jum1ah Pelaksana

l l,Jaminan Pelayanan

1 2. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayalan

13. Evalasi Kinerja Pelaksa::a

10



BAB II
STANI'AII PELAYAITAN

A. JENIS STANDAR PELAYANAN
KABUPATEN KEPULATJAN TALAUD

10.

1

PUBLIK Dl D1NAS SOANAL

Standar Pelayanan Pembuatan Surat Rekomendasi Keluarga

Tidak Mampu

Standar Pelayanan Pembuatan Surat Rekomendasi Re Aktifasi
BPJS

Standar Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pengangkatan Anak Atau

Adopsi Anak
Standar Pelayanetn Fasilitasi Urusan Sosial Program Keluarga

Harapan

Standar Pelayanan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah

Standar Pelayanem Rekomendasi Bantuan Sosial Kelompok

Usal-ra Bersama

Standar Pelayane.n Fasilitasi Pelayanan Unsur Sosial Program

Sembako

Bantuan Pangan I,lon Tunaj

Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Operasional LKS

Standar Pelayanan Rekomendasi Atau Izin Undian Gratis

Berhadiah

Standar Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Terlantar
Standar Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar
Standar Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lansia Terlantar
Standar Pelayan:rn Rehabilitasi Sosial T\rna Susila Dan Eks

Perdagangan Orang.

PUBLIK DINAS SOSIAL

2

3

4

5

6

7

8

9

11.

12.

13.

B.JENIS-..rENIS STANDAR PELAYANAN
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

a. Pelayanan Retomendar:ri Tentang Re Akifasi BPJS

KOMPONI }N

Persyaratan

URAIANNol
1 1. Membawa dokumen/ surat

keterangan dari Kepala Desa
setempat yang menyatakan bahwa
nama tersebut adalah keluarga
kurang mampu

2. Membawa Kartu BPJS/PBI JKN yang
sudah tidak aktif

3. Membawa Fotocopy Kartu Tanda
Penduduk

4. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
A. Pengguna Layanan Datang l.angsung ke

l,okasi Pelayan :

Sistem, Mekanisme dan Pr-osedur

11



OPD Pengguna Layanan

J

Mengisi Buku Tamu di Bagian
Loket Kantor Dinas Sosia-l

I
Konsultasi kepada Dinas Sosial

setempat

I

Berdasarkan dokumen
kependudukan, Dinas Sosia-l

selaljutnya menerbitkan surat
keterangan re aktifasi BPJS
yang ditunjukkan kepada

Kepala Cabang BPJS setempat

J

Setelah dilakukan re aktifasi
kembali melapor ke fasilitas

kesehatan pertama dan
melaporkan bahwa kartu BPJS

sudah aktif kembali

J

Bagi peserta BPJS /PBI JKN
yang telah dinonaktifkan lebih
dari dari 6 bulan,dipersilhkan

membawa dokumen
kependudukan dan

mengajukan permohonan
kepada Dinas Sosial setempat
untuk diproses agar terdaftar

dalam Data Terpadu
Kesej ahteraan Sosial (DTKS)

sesr:ai ketentrran PPnomor 76
Tahun 2015 dan Permensos

Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan DTKS

B. Pengguna l,ayanan
Datang Langsung ke
Pelayanan:

Tidak
l,okasi

OPD Pengguna [,ayanan

I

Menghubungi Bidang Linjamsos
melalui saluran komunikasi
(Telp/wa : Oa223953Oa77,

04234622 I 662, 08532 1 33 1 364

L2



angka Waktu Pelayanan

Biaya/Tarif

Produk l,ayanan

Penanganan Pengaduan, Saral
dan Masukan

DASAR HUKUM

SARANA DAN PRASART\NA

Kompetensi Pelaksana

Pengawas Internal

Jumlah Pelaksana

Jaminan Pelayanan

Jaminan keamanan dan
keselamatan grr-layana.n

20 Menit

Gratis (tidak ada biaya)

Pelayanan Konsultasi dan
Informasi mengenai Pengaktifan

Karhr BPJS/PBI JKN

F Buku Pengaduan
F Telepon:

082239 53047 7,08234622 I 662,04532
1331364

D Wa:
oa2239 53087 7,OA234 622 t 662,08532
133136r'.

D Undang - Undang Nomor 4O Tahun
20O4 tentang BPJS

) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
201 1 tentang BPJS

) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2O09 tentang Pelayanan Publik

F Ruang Tunggu
D Meja Administrasi pelayanan
F Set Komputer
D Printer
F Tempat penyimpanan frle pembuatan

Re Aktifasi BPJS
D Petugas Administrasi memiliki

kualifikasi minimal SMA seder4lat
F Petugas Administrasi memiliki

keterampilan komputerisasi
) Seluruh petugas menguasai Standar

Prosedur Operasional (SPO)yang
berlaku

F Seluruh petugas mampu
berkomunikasi secara tulisan dan
lisan dengan baik

) Dilakukan oleh Bidang Perlindungan
Dan Jaminan Sosial

L Harus dilakukannya monitoring
terhadap BPJS yang tidak aktif

! Dilaksanal<an oleh 3 orang yang
terdir oleh Kepala Bidang,Kepala
Seksi,Dan Staf Yang ada di Bidang
Linjamsos

F Visi Dan Misi Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Talaud

F Pelayanan yang harus sesuai dengan
SOP dan Standar Pelayanan Publik

L Maklumat Dinas Sosial Kabupaten
Kepulauan Talaud

F Berkas tersimpan secara rapih
P Peserta me ndapatkan malfaat

pemeliharaan dan perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan yang
diperlukan dalam pengurusan
pengaktifan BPJS

13



Evaluasi Kine4'a P elay anan

b. Pelayanan Fasilitasi Urusan Sosial Program Keluarga Harapan
(PKH)

URAIAN

F Kotak Suara, Media Sosial
D Telepon:

082239530a77

F Pelayanan berpedoman kepada SK

,panduan dan SOP yang berlaku
! Survey kepuasan masyarakat melalui

kotak saran
) Meningkatkan kualitas pekerjaan

bagi kelangsungan pembuatan
pengaktifan BPJS

NO KOMPONEN

1 Persyaratal 1. Membawa Fotocopy KK
2. Membawa Fotocopy KTP
3. Membawa Fotocopy KKS

2 System,
Mekanisme
Prosedur

dan Perencanaan

I
Penetapan Calon peserta PKH

J

Validasi data calon penerima manfaat PKH

I
Penetapal Keluarga Penerima Manfaat PKH

j
Penyaluran Bantuan Sosial PKH

J

Pendampingan PKH

I
Peningkatan Kemampuan Keluarga

J

Ve:rifikasi Komitmen Keluarga Penerima Manfaat
PKH

J

P,:mutahiran Data KeluargaPenerima Manfaat
PKH

J

Transformasi Kepesertaan PKH
B. Pengguna Layanan Tidak Datang l,angsung ke
Lokasi Pelayanan :

Pengguna l,ayanan

J

Menghubungi Bidang Linjamsos melalui saluran
komunikasi (Telp/Wa:

082239530877,O4234622t662,08532 1 33 1 364

25 rnenitJangka
Pelayanan

Waktu

4 Biaya/Tarif GrreLis (tidak ada biaya)

5 Produk Layanan Pelayanan Program Kelu.arga Harapan (PKH)

dahm bentuk data / laporan,serta surat
kett:rangan

Penanganal
Pengaduan, Saran
dan Masukan

74

042346221662 085321331
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I 364
F Wa:

042239 53047 7,08234622 7662,04532 1 337
364

L Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2O16
tentang Penyandang Disabrfr'hs

> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesej ahteraan Sosial

F Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9

tentang Pelayanan Publik
F Permensos Nomor I Tahun 2018 tentang

Pr Kelu Hara
> Diberikan ATM sebagai akses untuk

pencairan dana bansos
F Komputer
D Printer
> Pendidikan meliputi SD,SMP,SMA
> Kesehatan meliputi Anak usia dini dan ibu

hamil
D Kesejahteraan sosial meliputi Penyandang

disabilitas dan lanjut usia
! Terampil mengoperasikan compr.rter dan

teknolo informasi
Koordinator PKH
Kepala Seksi
Kepala Bidang
Sekretaris

Dinas

F Meningkatkan taraf hidup keluarga
penerima manfaat melalui akses
kesehatan, pendidikan,kesehatan
masyarakat

D Mengurangi beban pengeluaran dan
meningkatkan pendapatan keluarga miskin

rentan
> Setiap klien akan dijaga kerahasiaanya
;, Jika dalam berkas permohonan ada nomor

telepon pemohon maka al<an

dihu ewat tele n
! Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan

dan incidental terkait program kegiatan
dan pelayanan melalui survey Indeks
Kepuasaan Masyarakat(IKM) secara rutin
dan berkelanjutan sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan kine{a

7 DASAR HUKUM

anan

c. Pelayanan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah ICBP) :

URAIAN

1. Pemohon membawa

SARANA
PRASARANA

DAN

9 Kompetensi
Pelaksana

Pengawas Internal

11 Jumlah Pelaksana

12 Jaminan
Pelayanan

13 .Iaminan
Keamanal
Keselamatan
Pelayanan

Dan

t4 Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

NO KOUPONEN

I Persyaratan

15

ro sal rmohonan bantuan

8

10

> Koordinator PKH : 1 orang
> Operator Pangkalan Data : 2 orang
F Pendampine Sosial : 19 Orans



beras dir .;ertai dengan data - data kerusakan tanaman,
jumlah I lK,luas lahan dan luas kerusakan tanaman

2. Pey^nn]eru.^' ^n:;rr^ro,Luraf -\rr.aj ^P33p1;qa6a6a g1ryral paoe-n
akibat bencana alam yang ditandatangani oleh Aparat
Desa setem at

2 System,
Mekanisme
dan
Prosedur

A. Prosedur Pengadaan dan Penyaluran beras

CBP dilakukan melalui kerjasama dengan
Perum Bulog

J

Harus adanya proposal dari
masyarakat/ Kepala Desa yang mengalami

rawan pangan akibat bencana
alam(banjir,tanah

longsor,kekeringan,penyakit pada
tanamal,dll)

J

Petugas Dinas Sosial melakukan investigasi
ke lapangan dan menyampaikan laporan

kepada Kepala Dinas

I
Kepala Dinas Sosial melaporkan hasil

Investigasi dan membuat nota pertimbangan
kepada Bupati

I

Bupati mengeluarkan rekomendasi/ instruksi
kepada Dinas Sosial untuk menyalurkan
bantuan beras CBP kepada masyarakat

J

Penyaluran beras dan penandatanganan
Berita Acara serta Dokumentasi Penyaluran

beras oleh Kepala Desa dan Kepala Dinas

B. Pengguna Layanan

J

Menghubungi Bidang Linjamsos melalui
Saluran Komunikasi ( Telp/Wa:

082239530877,O8234622t662,08532 1 33 1 36
4

3 Jangka
Waktu
Pelayanan

I bulan (disesuaikan dengan ketersediaan beras)
Jam Ke{a : Senin - Jumat O8.OO-15.00
Istirahat : t2.OO- 13.OO

16



6

Produk
anan

Penanganan
Pe-nEul:ra.n-,

Saran dan
Masukan

SARANA
DAN
PRASARANA

Kompetensi
Pelaksana

Gratis (tidal< ada biaya)

Cadangan Eieras Pemerintah(CBP)dan Penyaluran CBP

D Pengr rduan,saran,dan masukan dapat disampaikan
se-/:ax a tertuljs melalui surat yang ditunjukkan
kepad a Kepala Dinas Sosial

) Telepon:
042239 53087 7,08234622 7662,04532 1 33 1364
Da un ke kantor Dinas Sosial

F Unde.ng - Undang Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang
Pangrm

D Undang -Undang Nomor 6 tentang Perairan
Indonesia

F Permensos Nomor 22 Tahrun 2019 tentang Prosedur
dan lvlekanisme Penyaluran Cadangan Beras
Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan
darurat bencana dan kerawanan pangan pasca
bencana

) Permen Keuangan NomorS8/ PMK.O2 / 20 l9tentzng
Tata Cara Penyediaan,Pencairan dan
pertanggungiawaban dana cadangan beras
pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 20l9Nomor 657)

F PP Nomor 28 Tahun 2OO4 tentang keamanan,mutu
dan

F Harus Membuat Proposal
) Pembet'rarr tratrcrzrrr CB? tnrrcrs trlnkckirrr trrrrgim

baik dan bebas dari bahaya dan gangguan
D Komputer
) Printc:r
) Kerta s
D SemuLa Masyarakat yang tergolong keluarga tidak

mamFru
F Masyzrakat yang mengalami bencana baik alam

atau un non alam
) Pegarvai Dinas Sosial Khusunya Bidang

Perli-rrdun Dan .Jaminan Sosial
) Berdasarkan jumlah data korban sesuai dengan

nama dan alamat dengan indeks 4OO gram per
orang per hari dikalikan dengan jumlah hari masa
Penar Keadaan Darurat Bencana

F Untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam
penar,-' ggulangan Keadaan Darurat Bencana dan

kerawanan sca bencana
D Kesialran beras untuk disalurkan harus di cek

terletrih dahulu
D Beras CBP yang disalurkan ke alamat penerima

sampai dengan selamat

F Sebehrm penyaluran dilakukan monitoring
terhadap cadangan beras pemerintah yang akan
disalrrkan

8

9

4 Biaya/Tarif

7 DASAR
HUKUM

10 Pengawas
Internal

1l .Iumlah
Pelaksana

12 Jaminan
Pelayanan

13 Jaminan
Keamanan
Dan
Keselamatan
Pelayanan

l4 Evaluasi
Kinerja
Pelayanal

L7

5



1 Alut Proses Pelayanan Bidang Pemberdayaan Sosial & Penangaaan

Fakir Miekin
a. Re&oraeadasi Baatuar:r Sosial Kelompok Usaha Bersalna (IruBEl

KOMP'O,IIEN

Persyaratan

Sistem,
Me kanisme

clan Pro
sedur

NO URATAN

1 1. Rumah Tangga Miskin yang
terdaftar dalam Data Terpadu
Penanganan Fakir Miskin
Penanganan Fakir Miskin dan
Orang Tidak Mampu Orang
Tidak Mampu (DTPFMOTM);

2. Memiliki Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan Kartu
Keluarga (KK);

3. Telah menikah dan/atau
berusia 18 tahun sampai
dengan 6O tahun dan masih
produktif;

4. Belum pernah mendapat
bantuan KUBE

5. Diprioritas bagi yang telah
memiliki embrio usaha

6. Mendapat rekomendasi dari
Dinas
Sosial Kabupaten/Kota
setempat,
jumlah anggota terdiri dari 5 sd
15 orang

7. Membentuk
KelompokUsahaElersama
(KUBE)

8. Memiliki
rencanausaha/ pemanfaatan
dana bantuan

9. Memiliki rekening darr stempel
atasnama kelompok pada bank

10. Diusulkan
pemerintahKota/ kabupaten
melalui DinasSosial setempa
Direkomendasikan oleh Dinas
Sosial Provinsi

11. Bukan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), pensiunan, AEIRI

12. Memiliki kegiatan social dan
Usaha Ekonomi Produktif
(uEP).

2 Pemohon mengajukanproposal
yang diusulkan ke desa, setelah
itu ke kecamatan, kemudian di
serahkan kepada Petugas Front
Office

2. Peroohon akan metrdapatkan srrat
rekomendasi dari Dinas sosial

1

18
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.Iangka
Waktu

Pe,layanan

a

kab/kota,

Selanjutnya
Pemohonakanmendapat
rekomendasi dari melalui Dinas
Sosial Provinsi

4 Kemudian Pemohonakan
mendapatkan peneta.pan dari
menteri sosial melalui Direktur
Pemberdayaan Fakir
MiskinPerdesaan

5. Selesai

MenyaEpaikan Permohonar!
Infomai Kepada Petugas

Front Ofrce

I
Mengisi Formulir s.kaligus

meleo*api

I
Meeenuhi Syarat Aksn di

proses/Informasi diberikatr

I
Tidak Memenuhi Syarat /

Dikembalika$ kepada
Pemohon masing-roasing

2 Hari Kerja

4 Biaya/Tarif

I)roduk

Gratis
biaya)

(tidak dipungut

5 Rekomendasi Bantuan
Sosial Kelompok Usaha
Bersama (KUBE)

6 a. Datang langsung ke Dinas Sosial
Pemberdayaal Sosial dan PFM

b. Saran dan Masukan melalui
kotak pengaduan yang
disediakan;

c. Telepon:
oa2 r22a 17 7 32 I Oa53425a7 23

d. Wa : 082196456485

Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan

19



7 Dasar
Hukum

Sarana Dan
Pra sara na

Kc mpetensi
P,:laksana

a. UUD Nomor 12 Tahun 2Ol1
Tentang Peraturan Peraturan
Perundang - Undang

b. UUD Nomor 13 Tahun 2011
Tentang Penanganan Fakir
Miskin

c. Permensos Nomor 3 Tahun 2021

Tentang Pengelolaan Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial

d. UUD Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah

e. Perpres Nomor 63 Tahun 2017
Tentang Penyaruran Bantuan
Sosial Secara Non Tunai

f. Permensos Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Bantuan Sosial Usaha
Ekonomi Produktif Kepada
Kelompok Usaha Bersama untuk
Penanganan Fakir Miskin

g. Pernensos Nomor 54

I HUK I 2O2O tentang Pelaksanaan
Bantuan Sosial Sembako dan
Banruan Sosial T\rnai

Peraturan Bupati (PERBUP)

Kabupaten Kepulauan Talaud

Nomor 1l Tahun 2022 dal
Pertanggungiawaban Serta

Monitoring dan Eva-luasi Hibah

dan Bantuan Sosial

h

8 Ruang tunggu, Ruang
Pengaduan, Ruang Konsultasi;

Dan Sarana Prasarana untuk
disabilitas Buku Tamu,Kotak
Pengaduan dan Saran,Interner,
Personal Computer,Printer,Meja
Kursi Layanan,

Meja Kursi Pengunjung,Telepon

/HP,Toilet,

Tempat Parkir Kendaraan Roda 2
dan 4 dan Fasilitas
Difabel,Tempat penyimpanan file

a

b

9 a. Jenjang Pendidikan
l. Minimal Diploma 3 semua

jurusan (Front Office)
2. Minimal SMA dan Diploma

(Customer Service)
b. Cakap
c. Memahami tugas dan fungsi

jabatan
d. Memahami Standar Operasional

zo



Pengawas
Internal

-umlah
Pelaksana

e

Prosedur
Memiliki Kemampuan
Mengoperasikan komputer dan
perangkat teknologi lainnyae.
Memiliki etika
pelayananyaitudisiplin, cepat,
tegas, sopan, ramah, adil,
terbuka, sabar, komunikatif,
kreatif, inovatif dan
tanggungiawab

10

11

a. Dilakukan oleh atasan langsung
b. Dilakukan secara kontinue

Konsisten
dalammemberikanteguran /
sanksi danreward / penghargaan

Diwujudkan dalam
kualitas proses layanan
dan produk layanan yang
didukung oleh petugas
yang berkompeten di
bidang tugasnya dengan
perilaku pelayananyang
terampil, cepat, tepat dan
santun

t2 Jaminan
Pelayanan

a Memberikan rasa
nyamandanaman kepada
pemohon

Produk pelayanan yang
diprosessecara manual dan
elektronikdi jamin keabsahannya
sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan

b

c. Jaminan kerahasiaandata

13 a Memberikan
nyamaldanaman
pemohon

rasa
kepada

b Produk pelayanan yang
diprosessecara manual dal
elektronikdi jamin keabsahannya
sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan

c. Jaminan kerahasiaandata

l4 a Rapat
terhadappelaksanaan
terkait

evaluasi
kegiatan

Jaminan
keamanan

dan
ke:;elamata
n 1>elayanan

Ilvaluasi
Iiinerja

Pelayanan

21

b. Evaluasi terhadap Survei
KepuasanMasyarakat (SKM)



KOMPOITEN

1 Persyaratan

2 System,
Mekanisme dan

Prosedur

b. Fasilitas Pelayanan Urusa -n Sosial Program Sembako Bantuar Pangan

Iloa Tunai I BPITT)

URAIAN

1. Ada aduan dari Keluarga Penerima Manfaat
(KPM);

2. Membawa Potocopy Kartu Keluarga (KK)

3. Membawa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
(KrK)

4. Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) pada aplikasi SIKS NG online

5. Masuk data
1. Warga penerima BPNT adalah KPM yang

terdaftar dalam data bayar SP2D Himbara BRI
dan/ atau PT Pos;

it,. Dinas Sosial melalui Pendamping TKSK akan
memberitahukan informasi penyaluran ke KPM
Kepada camat dan Kepala Desa

3. KPM bisa mencairkan bansos BPNT secara tunai
atau transaksi ewallet sesuai dengan kebijakan
Kemensos pada saat tahapan penyaluran;

4. KPM wajib membelanjakan bantuan BPNT
sesuai ketentuan yaitu mengandung
karbohidrat, protein, vitamin dan mineral;

5i. Permasalahan KKS, saldo 0 maupun gagal

transaksi, dll ditangani pendamping sosial dan
dinas sosial akan memberikan rekomendasi
sesuai permasalahan yang ditujukan ke
penyalur himbara atau PT Pos .

6r. Dinas Sosial memberikan edukasi dan
sosialisasi ke KPM

7. Dinas Sosial melakukan monitoring dan
evaluasi ke KPM, e-warong dan pendamping
sosil (TKSK)

Pengguna Layanan Datang Langsung ke
l,okasi Pelayan :

Pengguna Layanan/ pemohon

J

Mengisi Buku Tamu di meja Piket/Tamu
I

Pemohon datang dengan persyaratan

J

Staf / petugas memeriksa Persyaratan/ data KPM

I
Staf/ Petugas akan mengarahkan atau

menghubungi Pendamping TKSK / petugas yarrg
lola data DTKS untuk memastikan akanme

I

NO

SP2D

22



.) Jangka Waktu
Pelayanan

4 Biaya/Tarif

5 Produk

6 Penanganan
Pengadr-r,an,

Saran dan
Masukan

Dasar Hukum

Sarana
Prasarana

Dan

Kompetensi
Pela]<sana

masalah data KPM BPNT Sembako

20 Menit dan I (satu) tahun anggaran

tlratis (tidak dipungut biaya)

Eiantuan Sosial BPNT dan Kelengapan data KPM
tLntuk di usulan kembali dan yang mengusulkan
rendarnping TKSK

rr. Buku Pengadual
c. Saran dan Masukan melalui kotak pengaduan

yang disediakan;
d. Telepon : 082122817732 I Oa534254723
e. Wa : O82196456445
;r. Undalg-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5235);

l). Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaart
Data Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial
dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;

c. Permensos Nomor 54 /HUK/2O2O tentang
Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dal
Bantuan Sosia,l T\rnai

rl. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2O2O tentatg Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan
Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2O2l tertatg
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

e. Permensos 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Program Sembako

f. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulau
an Talatd Nomor ll Tahun 2022 dan
Pertanggungiawaban Serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

a. Ruang tunggu, Ruang Pengaduan, Ruang
Konsultasi;

b. Dan Sarana Prasarana untuk disabilitas Buku
Tamu, Aplikasi SIKS NG;Kotak Pengaduan dan
Saran,Interner, Personal Computer,Printer, Mej a
Kursi Layanan,

Meja Kursi Pengunjung,Telepon / HP,Toilet,

Tempat Parkir Kendaraan Roda 2 dan 4 dan
Fasilitas Difabel,Tempat penyimpanan file

Jenjang Pendidikan
Minimal Diploma 3 semua jurusan (Front
Office)
Minimal SMA dan Diploma (Customer Service)

a

b Caka

23



c. Standar Pelayanan Perijinan LKS

c . Memahami tugas dan fungsi jabatan
c . Memahami Standar Operasional Prosedur
e. Memilili Xettanpuan ^Mengaperas,ika.n

komputer dan perangkat teknologi lainnyae.
Memiliki etika pelayananyaitudisiplin, cepat,
tegas, sopan, ramah, adil, terbrrka, sabar,
komunikatif, kreatif, inovatif dan

awab
Dilakukan oleh atasan langsung

b. Dilakukan secara kontinue

Konsisten dalam memberikan teguran / sanksi
dan reward / penghargaan

zr. Evaluasi Kine{a 360 Derajat

b. Dilakukan penilaian Survei Kepuasan
Masyarakat minimal 1 tahun Sekali

URAIAN

1. Daftar Nama Identitas Kelayan
2. Profil LKS dan Dokumentasi Kegiatan LKS
3. Fotocopy Akte Notaris pendirian yang disahkan

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
sebagai badan hukum;

4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWfl;  
5. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga (AD-AR[);
6. Keterangan domisili dari Lurah / Kepala Desa

setempat;
7 . Struktur organisasi lembaga;
8. Nama, alamat, dan telepon pengurus dan

anggota : a. Daftar nama Pengurus; b.
KTP Pen

Cl

Penga
was

Intern
al

Jumla
h

Pelaks
ana

a. (satu) orang PNS dan 1 (satu) orarg THL (Front
Offrce)

b. Pendamping TKSK (back office)
c. 3 (tiga) orang PNS (Verifrkator/ Pengawas)

zr. Kode etik

b. Maklumat pelayanan

c. Pakta Integritas

Jamin
an

Pelaya
nan

Jamin
an

keama
nan
dan

kesela
matan
pelaya

nan

EvaluasiKinerj
a
Pelaya
nan

a. Tersimpannya dokumen di data base;

b. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi

NO KOMPONEN

I Persyaratan

Fotoco

74

s; c. Pas Foto Pe s



uk. 3x4 cm.
9. Program kerja di bidang kesejahteraan sosial;
10 Modal kerja untuk pelaksanaan kegSatan;9.

Sumber daya manusia : a. Daftar nama dan
identitas kelayan; b. Pas Foto Kelayan uk. 3x4
cm.

11. Kelengkapan sarana dan prasarana: a. Foto
Papan Nama, Foto Bangunan Kantor/ Gedung;
b. Foto Kegiatan.

12. Rekomendasi: a. Rekomendasi Kesbangpol; b.
Ketua LKKS Kabupaten.

13. Berkas dimasukkan dalam ma snelhecter
2 System,

Mekanisme dan
Prosedur

a. Mengajukan permohonan untuk pendaftaran
LKS kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Talaud

b. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi
formulir pendaftaran serta melampirkan bukti
kelengkapan persyaratan

c. Permohonan pendaftaran LKS beserta
lampirannya diproses lebih lanjut oleh Petugas
dengan melakukan :

1. telaahan terhadap rancangan usulan pendirian
LKS yang diajukan; dan

2. penelitian dan/ atau verifikasi kelengkapan dan
kebenaran dokumen.

d. Dinas Sosial Kabupaten Sragen dapat menerima
atau menolak permohonan tersebut dengan
pemberitahuan kepada pemohon, setelah
dilakukan telaahan, penelitian, dan/atau
verifrkasi atas permohonan dimaksud;

e. Penolakan atas permohonan dalam hal:

1. Pemohon belum memenuhi kelengkapan
persyaratan;

2. LKS tidak melakukan penyelenggaraan
kegiatan di bidang kesejahteraan sosial; atau

3. LKS memiliki asas yang bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Permohonan pendaftaran LKS diterima, Kepala
Dinas Sosial menerbitkan surat tanda bukti
pendaftaran dengan tembusan yang
disampaikan kepada :

1. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal
Pemberdayaan Sosial;

2. Gubernur c.q. Kepala Dinas Sosial Provinsi
Sulawesi Utara; dan

3. Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial Kabupaten
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Kepulauan Talaud

3 Respon
Permohonan dan

Tindak Laniut

Respon :1 hari ke{a
Tidak Lanjut : 3 Hari ke{a

4 Biaya/Tarif Gratis (Tidak dipungut biaya)

5 Produk Layanan Surat Tanda Daftar LKS

Penanganan
Pengaduan, Saran

dan Masukan

a. Saran dan Masukan melalui kotak pengaduan
yang disediakan;

b. Telepon/Hp : 082122817732 I O853425a723
c. Wa:082196456485
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2OOl Tentang Yayasan
b. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2OO4 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No.16 Tahun 2O01 tentang Yayasan

c. Undang-Undang Nomor ll Tahun 2OO9 tentang
Kesejahteraan Sosial

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O9 tentang
Pelayanan Publik

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2O14 tentang Pemerintahan Daerah

f. Peraturan Pemerintah Nomor 96Tahun 2Ol2
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah

h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62
Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
nasional

i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun
20ll tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial

j.
k. Menteri Sosial Nomor 17 Ta}r:'tn 2Ol2 tentang

Akreditasi le mbaga Kesejahteraan Sosial
l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pemerintah Daerah

Dasar
Hukum

Sarana
Dan

Prasara
na

a. Buku Agenda;
b. ATK
c. Komputer
d. Printer
e. Meja Kursi Pelayanan
f. Me'ia Kursi Penguniung.

Kompet
ensi

Pelaksa

a. Jenjang pendidikan:
1. minimal Diploma 3,

Offrce)
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na 2. minimal Diploma 3, semua jurusan (Customer
Service)

b. Pelatihan :

c. Pangkat/Golongan : minimal Pengatur / II.c

d. .Iabatan : Fungsional Umum komunikatif,

kreatif, inovatif dan tanggungiawab

Pengaw
AS

Internal

Kegiatan Evaluasi oleh Pimpinan

Jumlah
Pelaksa

na

a. 1 (satu) orang PNS /THL (Front
Office);

b. 1 (satu) orang PNS (back offrce)

c. 3 (dua) orang PNS (Verilikator).

a. Kode etik

b. Maklumat pelayanan

c. Pakta Integritas

a. Tersimpannya dokumen di data base;

b. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi

a. E- Kinerja

b. Evaluasi Kine{a 360 Derajat

C Dilakukan penilaian Survei Kepuasan
Masyarakat minimal 1 tahun

Jamina
n

Pelayan
an

Jamina
n

keaman
al dan
keselam

atan
pelayan

an

Evaluas
i

Kinerja
Pelayan

an

d. Standar Pela5raaan Izln Undian Gratis Bcrhadiah/Pengumpulan Uang
dan Barang

KOMP'ONEN

Persyaratan

NO IIRAIAN

1 Di ajukan suatu Badan yang
Berbadan
Hukum

2. Mempunyai Akta
Pendiriar/Akta Notaris/

Keputusan Pembentukan
Panitia/ Organisasi

3. Mempunyai Susunan Pengurus/

1
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System, Mekanisme
dan Proseclur

Kepanitiaan

4. Mempunyai AD/ART

5. Menyebutkan Pokok-pokok
Kegiatan dari

Organisasi/ Badan yang
bersangkutan

6. Bagr Badal yang akan
menyelenggarakan

Undian telah terdaftar sesuai
peraturan -

undangan yang berlaku

7. Bagi badan yang kegiatan
usahannya di

bidang perdaganan harus
memiliki SIUP

8. Hadian berupa barang harus
mencamtumkan harga sesuai
dengan yalg
di pasaran

9. Hadiah undian gralis harus
tersedia pada
saat permohonan izin diajukan
selambat
lambatnya 14 (empat belas) hari

lo.Surat permohonan izin harus di
ttd langsung dan tidak boleh
diwakilkan oleh agency yang
mengurusnya

2 Pemohon menyiapkan berkas
persyaratansecaralengkap,
kemudian mendaftar dan
mengajuka-n permohonan ;

o Pemohon menyerahkan berkas
kelengkapan Persyaratan
Kepada Petugas Front Office
Pelayanan Publit;

. Berkas pemohon yang
memenuhi syarat akan
diteruskan kepada kepala dinas
untuk di tindak lanjuti.

o Berkas pemohon ditindaklanjuti,
terbit surat rekomendasi UGB
untuk di tandatangan i Kepala
Dinas Sosial

o Surat Rekomendasi Izin (UGB)
yang sudah ditandatangani
akan diserahkan kepada
pemohon setelah penomoran di
Sekretariat
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Jangka Waktu
Pelayanan

PEMOHON
MENTERAHKA,I{

BERKAS KEPADA

J 7 Hari Kerja

4 Biaya/Tzrrif Gratis (tidak dipungut biaya)

5 Produk Layanan Surat Rekomendasi izinUndian
Gratis Berhadiah/Pengumpulan
Uang dan Barang

6 Penanganan
Pengaduan, Saran dan

Masukan

a. Saran dan Masukan melalui
kotak pengaduan yang
disediakan;

b Telepon
o82 t 228 I 7 7 32 I 08534 2587 23

Wa: 082196456485C

7 Dasar
Hukum

1 Undang-undang No 22 Tahun
1954 tentang Undian.

Undang-undang No 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

c

J Undang-undang No l1 Tahun
2OO9 tentang Kesejahteraan
Sosial.

4 Peraturan Pemerintah No 132
Tahun 2OOO tentang Pajak
Penghasilan Atas Hadiah
Undian.

5 Peraturan Pemerintah No 3
Tahun2012 tentang Jenis dan
Tarif atas Penerimaan Negara
Bukan Pajak.

Keputusan Presiden Rl No 48
Tahun 1973 tentang Penertiban
Penyelenggaraan Undian.

Keputusan Menteri Sosial Rl No

73/HUK|2OO2I entang

6

7

29

PEMOHON
BERKAS

PERSYARATAN

LENGKAP

PEMOHON MENERIMA
SURAT REKOMENDASI

IZIN

I

METIYIAPKAN

SECARA



Sarana Dan
Prasarana

Konrpetensi
Pelaksana

Pengawas
Internal

Pelaksanaan Pemberian lzin dan
Penyelenggaraan Undian Gratis

8 Peraturan Menteri Rl No
IS|HUK/2OOS tentang lzin
Undian

9 . Peraturan Menteri Sosial RI
Nomor 11 Tahun 2O15 Tentang
Standar Operasional Prosedur
Undian Gratis Berhadiah dan
Pengumpulan Uang atau Barang
Dengan Sistem Online;

10. Peraturan Menteri Sosial RI
Nomor 22 Tah:urr 2O15 Tentang
Perubahan Atas Peraturan
Menteri Sosial Nomor 1 I Tahun
2015 Tentang Standar
Operasional Prosedur Undiarr
Gratis Berhadiah dan
Pengumpulan Uang atau Barang
Dengan Sistem Online ;

1 1. Peraturan Menteri Sosial
Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2O2I Tentang
Penyelenggaraan Pengumpulan
Uang Atau Barang.

a. Buku Agenda;
b. ATK
c. Komputer
d. Printer
e. Meja Kursi Pelayanan
f. Meia Kursi Penguniung.

8

9 a. Cakap

b. Memahami tugas dan fungsi
jabatan

Memahami Standar Operasional
Prosedur

d. MemilikiKemampuan
Mengoperasikan komputer dan
perangkat teknologi lainnya

e. Memiliki etika pelayanan yaitu
disiplin, cepat, tegas,sopan,
ramah, adil, terbuka, sabar,
komunikatif,kreatif, inovatif dan
tanggung jawab

C

10 a. Dilakukan oleh atasan langsung

b. Dilakukan secara kontinue

c. Konsisten dalam memberikan
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teguran/ sanksi

dan reward / penghargaan

11 .Iumlah
Pelaksana

3 Orang

t2 Jaminan
Pelayanan

Jaminan
keamanan

dan
keselamata
n pelayanan

Diwujudkan dalam
kualitas proses layanan
dan produk layanan
yang didukung oleh
petugas yang
berkompetendi bidang
tugasnya dengan
perilaku pelayanan
yang terampil, cepat,
tepat dal santun.

13 a. Memberikan rasa nyaman dan
aman kepada pemohon

b. Produk pelayanan yang diproses
secara manual dan elektronik di
jamin keabsahannya sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undalgan

c. Jaminan kerahasiaan data

l4 a. E-. Kinerja

b. Evaluasi Kinerja

c. Dilakukan penilaian Survei
Kepuasan Masyarakat

Evaluasi
K:nerja

PeLryanan

e. Standar Pelayanan Prosedur Pengusulan Gelar Pahlawan lfasional

KOIIIFONE
N

Persyarata
n

N
o

URAIAN

1

UU. No. 20 Tahun 2009,
tentang Gelar, Tanda
Jasa, dan Tanda
Kehormatan Pasal 25
dan Pasal 26, untuk
memperoleh Gelar:

A. Syarat Umum:

WNI atau seseorang yang
berjuang di wilayah yang
sekarang menj adi wilayah
NKRI;
Memiliki integritas moral dan
keteladanan;
Beriasa terhadap bangsa dan

Kriteria
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Negara;
. Berkelakuan baik;
. Setia dan tidak menghianati

bangsa dan Negara; dan
. Tidak pernah dipidana penjara

berdasarkan putusan
pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun
B. Syarat khusus:

Pernah memimpin dan
melakukan perjuangan
bersenj ata atau perjuangan
politik atau perjuangan dalam
bidang lain untuk mencapai,
merebut, mempertahankan,
dan mengisi kemerdekaan
serta mewujudkan persatuan
dan kesatuan bangsa;
Tidak pernah menyerah pada
musuh dalam perjuangan;
Melakukan pengabdian dan
perjuangan yang berlangsung
hampir sepanjang hidupnya
dan melebihi tugas yang
diembannya;
Pernah melahirkan gagasan
atau pemikiran besar yang
dapat menunjang
pembangunan bangsa dan
negara;
Pernah menghasilkan kar5ra

besar yang bermanfaat bagi
kesejahteraan masyarakat
luas atau meningkatkan
harkat dan martabat bangsa;
Memiliki konsistensi jiwa dan
semangat kebangsaan yang
tinggi; dan/ atau melakukan
perjuangan yang menpunyai
jangkauan luas dan
berdampak nasional.

l.Persyaratan

Administrasi

Rekomendasi dari Pemerintah
Daerah (Gubernur) dan Surat
Pengantar dari Dinas Sosial
Provinsi (secara be{enjang).
Hasil sidang Tim Peneliti,

i Gelar Daerah
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(TP2GD) tingkat Provinsi
sebagaimana format laporan
Tim Peneliti, Pengkaji Gelar
Pusat (TP2GP) kepada Dewan
Gelar, Tanda Jasa dan Tanda
Kehormatan

. Riwayat hidup dan Pe{uangan
calon Pahlawan Nasional:

1. Nama
2. Tempat dan Tanggal Lahir
3. Pendidikan
4. Tempat dan Tanggal

Meninggal
5. Riwayat Perjuangan secara

kronologis
. Biografi calon Pahlawan

Nasional yang diusulkan:
1. Pendahuluan
2. I.atar belakang berdasarkan

pokok-pokok aktifi tas situasi
dan kondisi yang dihadapinya.

3. Dil.;ampirkan daftar
kepustakaan.

4. Ditulis dalam format karya
akademik.

5. Hasil penelitian.
Seminar usulan Calon
Pahlawan Nasional dan
makalah makalahnya:

1. Makalah dibuat berdasarkan
karya akademik dan hasil
penelitian, dan dilampirkan
daftar pustaka.

2. Komposisi seminar terdiri dari:
. Perwakilan Kementerian Sosial

RI.
. Pakar/ Sejarahwan level

Nasional.
. Pakar/ Sejarahwan level

Daerah./ Provinsi.

Dokumen-dokumen

Pendukung

Pahlawan

antara lain:

calon

Nasional,

1. Daftar dan bukti Tanda
Kehormatan yang pernah
diterima/ diperoleh.

2. Catatan pandangan/ pendapat
orang dan tokoh masyarakat
tentang calon Pahlawan
Nasional. yang bersangkutan.

3. Foto-foto/ gambar
dokumentasi uan
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2 Sistem,
Mekanism
e rlan Pro

sedur

Calon Pahlawan Nasional yang
bersangkutan.

4. Foto calon Pahlawan Nasional
berukuran5Rsejumlah3
(tiga) lembar.

5. Telah diabadikan nam€rnya
mela-lui sarana monumentall
sehingga dikenal masyarakat
disertai surat keterangan dan
foto dari Pemda setempat.

6. Buku-buku pendukung
usulan Calon Pahlawan
Nasional.

1. Pemohon menfapkan berkas
persyaratan secara lengkap,
kemudian mendaftar
danmengajukan permohonan;

2. Pemohon menyerahkan berkas
kelengkapan Persyaratan Kepada
Petugas Front Office
PelayananPublik;

3. Pemeriksaan dan verifikasi
berkaspemohon, jika
lengkapakanlangsung di proses
sesuai aturanyang berlaku;

4. Pemohon menerima Tanda Terima

PEMOHON M E T{'IIIAPKAN

BERKAS PERSYARATAN SECARA
LENGKAP

PEMOHON MEITYERAHKAN
BERKAS KEPADA FRONTOFFICE

PELAYANAN PUBLIK

PEMOHON MENERIMA TANDA
TERIMA DARI PETUGAS

FRONTOFFICE

ALUR & PROSEDUR SESUAI
ATURAN YANG BERI,AKU :

Masyarakat mengajukan usulan
Calon Pahlawan Nasional yang
bersangkutan
kepadaBupati/ Walikota
setempat. Bupati/Walikota
mengajukan usulan Calon
Pahlawan Nasional yang
bersangkutan kepada Gubernur,
melalui instansi Sosial Provinsi
setempat.

Instansi Sosial Provinsi

+

+

a

b
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menyerahkanusulan Calon
PahlawanNasional
yang bersangkutan tersebut
kepadaTim Peneliti, Pengkaji
Gelar Daerah (TP2GD) untuk
diadakan penelitiandan
pengkajian (melalui Proses
seminar, Diskusi maupun Sara
sehan)

c. Usulan Calon PahlawanNasional
yang menurut pertimbangan
TP2GD dinilai memenuhi kriteria,
kemudian diajukan kepada
Gubernur yang akan
merekomendasikankepadaMenter
i Sosial RI.

d. Menteri Sosial RI Cq.
Direktorat lenderal
Pemberdayaansosial dan
Penanggulangan
Kemiskinan / Direktorat
kepahlawanan, Keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial
mengadakan verifikasi
kelengkapan administrasi.

e. Usulan calon PahlawanNasional
yang telah memenuhi
persyaratan administrasi
kemudian diusulkan kepada Tim
Peneliti, Pengkaji GelarPusat
(TP2GP) untuk dilakukan
penelitian, pengkajian dan
pembahasan.

f. Usulan Calon Pahlawan Nasional
yang menurut pertimbangan
TY2GP dinilai memenuhi kriteria,
kemudian oleh Menteri Sosial RI
diajukan kepada Presiden RI
melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa
danTanda Kehormatan guna
mendapatkan persetqjuan
Penganugerahan Gelar Pahlawan
Nasional sekaligus Tanda
Kehormatan lainnya.

g. Usulan Calon Pahlawan Nasional
yang tidak memenuhi
persyaratandapat diusulkan
kembali l(satu) kali dan dapat
diusulkan kembali minimal 2
(dua) tahun kemudian terhitung
mulai tanggal penolakan,
sedangkan usulan Calon-
Pahlawan Nasional yang ditunda
dapat diusulkan kembali dengan
melengkapi persyaratan yang
diminta dan dia ukan kemba-li
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h
kepada Menteri.
Upacara penganugerahan Gelar

-Pa.lr.larrran ^Na*urnal .elila.ksanraka.n

oleh Presiden RI menjelang
Peringatan Hari Pahlawan pada

1O November.
3 Jangka

!r'aktu
Pelayanan

Bireya/Tari
f

1 Hari
Administrasi)

(Pelayanan

4 Tidak ada / Gratis

5 Produk
Layanan

Tanda Terima
Permohonan

Surat

6 Penangana
n

Pengadua
n, Saran

dan
Mzrsukan

Dasar
Hukum

Sarana
Dan

Prasarana

Kornpetens
i

Pelaksana

a. Tatap muka langsung kepada
peiabat Pengelola Pengaduan
Dinas Sosial Kabupaten
Kepulauan Talaud.

d. Saran dan Masukan melalui
kotak pengaduan yang
disediakan;

e. Telepon:
o82 | 228 t7 7 32 I Oa534 2587 23

f. Wa:O82196456485
7 a UUD 1945 Bab lii, Pasal 15 :

"Presiden Memberi Gelar, Tanda
Jasa, Dan Lain-Lain
Tanda Kehormatan Yang Diatur
Dalam UU".

b. Undang-undang nomor 20 Tahun
20O9 tentang Gelar, Tanda Jasa,
Dan Tanda Kehormatan.

c. PP. No.35/2010 tentang
elaksanaan Undang-Undang
Nomor 2O Tahun 2OO9 Tentang
Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda
Kehormatan

d. Peraturan Menteri Sosia-l Nomor
15 Tahun 2Ol2 tentang
Pengusulan Gelar Pahlawan
Nasional.

8 a. Buku Agenda;
b. ATK
c. Komputer
d. Printer
e. Meja Kursi Pelayalan
f. Meia Kursi Pengunjung.

9 a. Cakap

b. Memahami tugas dan fungsi
jabatan

c. Memahami Standar Operasional
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Pergawas
Inr,ernal

Prosedur

d Memiliki Kemampuan
Mengoperasikankomputerdanper
angkat teknologi lainnya

Memiliki etika pelayanan yaitu
disiplin, cepat, tegas,sopan,
ramah, adil, terbuka, sabar,
komunikatif,kreatif, inovatif dan
tanggung jawab

e

1

0
a. Dilakukan oleh atasan langsung

b. Dilakukan secara kontinue

c. Konsisten dalam memberikan
teguran/ sanksi

dan reward / penghargaan

1

1

3 Orang

1

2

Diwujudkan dalam
kualitas proses layanan
dan produk layanan
yang didukung oleh
petugas yang
berkompetendi bidang
tugasnya dengan
perilaku pelayanan yang
terampil, cepat, tepat
dan santun.

1

J

a. Memberikan rasa nyamal dan
aman kepada pemohon

b. Produk pelayanan yang diproses
secara manual dan elektronik di
jamin keabsahannya sesuai
dengan ketentuan perat\rran
perundang-undangan

c. Jaminan kerahasiaan data

1

4
a. Rapat evaluasi terhadap

pelaksanaankegiatan terkait

b. Dilakukan penilaian Survei
Kepuasan Masyarakat

Jr-lmlah
Pelaksana

Jaminan
Peleryanan

Jaminan
keamanal

rlan
keselamat

an
pelayanan

Ev,rluasi
Kine{a

Pelztyanan

Pelayanan Lem'baga Koneultasi KeseJahteraan Keluargaf. Standar
(LK3l

NO KOMPONEN URAIAN



1 Persyaratan

, Sistem, Mekanisme

dan Pro sedur

J Jalgka Waktu
Pelayanan

1 Hari Kerja

1. Memiliki kgalitas Formal.

2. Memiliki Struktur Organisasi, Ada
Kepengurusan, Ada program kerja

3. Memiliki SDM standard kompetensi.

4. Memiliki kelengkapan pendukung seperti:
administrasi, sarana dan prasarana,
papan nama, petunjuklokasi dan
representative.

5. Memiliki sumber pembiayaan.

1. Pemohon/Pengguna layanan dapat
mengirimkan surat permohonan atau
datang langsung ke Dinas Sosial
Kabupaten Talaud kemudian
me nyampaikan maksud dan tujuannya
terkait Pelayanan Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga

2. Petugas layanan memeriksa identitas dan

SPT, lalu pengguna layanandiminta untuk
mengisi buku tamu

3. Pengguna Layanan / pemohon kemudian di
terima oleh Bidang teknis dan
memberikan layanan konsultasi /
koordinasi terkait Pelayanan Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

1. Bidaag teknis menganalisa pengaduan,
lalu mencari penyelesaian atas pengaduan
dari
pemohon tersebut.

5. Pemohon Selesai

berkonsultasi/ berkoordinasi

PEMOHON MENYAMPAI KAN

PENGADUAN KE DINSOS KAB.
KEPL.TALAUD

PEMOHON DI TERIMA OLEH
FRONT OFFICE & BIDANG

TERKAIT PUBLIK

PEMOHON SELESAI
BERKOORDINASI FRONT OFFICE

I

+
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4 Biaya/Tarif Tidak ada / Gratis

Produk Layanal Informasi dan Penjelasan atas
Pengaduan Customer / Masyarakat

a. Tatap muka langsung kepada pejabat
Pengelola Pengaduan Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Talaud.

b. Saran dan Masukan melalui kotak
pengaduan yang disediakan ;

c. Telepon : 0821228177 32 I 08534258723

d. Wa: O82196456485

a. UU Nomor 1 1 thn 2OO9 tentang
kesej ahteraan Sosial.

b. Peraturan Pemerintah Nomor
39 Tahun 2O12

tentang penyelenggaraan
kesejahteraan

sosial
c. Permensos RI No. 184 Tahun
201 I tentang

lembaga keseiahteraal sosial
rr. Buku Agenda;

o. ATK

c. Komputer

d. Printer
,,r. Meja Kursi Pelayanan

. Meja Kursi Pengunjung.

a. Cakap

b. Memahami tugas dan fungsi jabatan
ir. Memahami Standar Operasional Prosedur
,1. Memiliki Kemampuan

Mengoperasikankomputerdanperangkat

teknologi lainnya
e. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin,

cepat, tegas,sopan, ramah, adil, terbuka,
sabar, komunikatif,kreatif, inovatif dan

tanggungjawab

6 Penanganan

Pengaduan, Saran

dan Masukan

7 Dasar Hukum

8 Sarana Dan

Prasarana

9 Kompetensi

Pelaksana

10 Pengawas Internal

11 Jumlah Pelaksana

12 Jaminan Pelayanan

a. Dilakukan oleh atasan langsung

b. Dilakukan secara kontinue

'1. Konsisten dalam memberikan

teguran/ sanksi

dan reward / penghargaan

3 Orang

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan

dan produk layanan yang didukung oleh

petugas yang berkompetendi bidang tugasnya
dengan perilalu pelayanan yang terampil,

39
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13 Jaminan keamanan

dan keselamatan
pelayanan

14 Evaluasi Kineda
Pelayanan

g. Stardar Pelayanan Pengusr an RS-Rumah Tidat Layak Huni
(RTLHI/Sarana Lingkungan (SARLII{GI

NO KOMPONEN

1 Persyaratan

2 iistem, Mekanisme dan
Prosedur

cepat, tepat dan santun.

a.. Memberikan rasa nyarnan dan aman

kepada pemohon

b. Produk pelayanan yang diproses secara

manua1 dan elektronik di jamin

keabsahannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

c. Jaminan kerahasiaan data

a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan

kegiatan terkait
b. Dilakukan penilaian Survei Kepuasan

Masyarakat

URAIAN

1. Surat permohonanbahanbangunan yalg
diperlukan;

2. Surat pengantar dari Kepala Desa dengan
diketahui camat setempat;

3. Rekomendasi dari Dinas Sosial
setempat dan sudah masuk dalam Basis
Data Terpadu (BDT);

4. Foto copy KK, KTP;

5. Foto copy Kartu IndonesiaSehat(Kls),
Kartu Indonesia Pintar KIP), Ka,rtu
Keluarga Sejahtera (KKS);

6. Foto copy surat kepemilikantanah(SKT,
Sertifikat)

7. Berkaitan poin e dan f, jikatidakada,
melampirkansuratketerangan tidak
mampu(SKTM), dan surat penjelasan
statustanah dari Kepala Desa.

8. Foto/dokumentasi kondisi rumah

l. Pemohon mengajukan permohonan,
kemudian di serahkankepadaPetugas
Front Offrce

2. Pemohon al<an mendapatkan surat
rekomendasi dari Dinas social kab/kota,

3. Selanjutnya Pemohonakan mendapat
rekomendasi dari Gubernur melalui Dinas
SosialProvinsi

4. Informasi diberikan kepada Pemohon
5. Selesai
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,uE.vya,rrPeIIGeN
PERMOHONAN
INFORMASI

INFORMASI
DIBERIKAN
KEPADA
PEMOHON

MENGISI

FORMULIR

PERMOHONAN

INFORMASI

SEKALIGUS

------->

{-

MEMENUHI
SYARAT AKAN

DIPROSES,
TIDAK

MEMENUHI
SYARAT

3 Jangka Waktu
Pelayanan

7 Hari Ke4a

4 Biaya/Tarif Gratis

5

6

7

Bantuan stimulan RS-RumahTidaklayak
Huni (RTLH)/Sarana
Lingkungan (SARLING)

a. Tatap muka langsung kepada pejabat
Pengelola Pengaduan Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Talaud.

b. Saran dan Masukan melalui kotak
pengaduan yang disediakan;

c. Telepon : 0821228177 32 I 08534258723
d. Wa : 082196456485
l. UU No. I I tahun 2OO9 Tentang

Ke sej ahteraan Sosial
2. UU No. 13 Tahun 2Ol lTentang

Penanganan Fakir Miskin
3. PP No. 42 Tahun l98lTentang Pelayanan

KesejahteraanSosial
4. PP No. 63 Tahun 2O l3Tentang Pelaksanan

Upaya PenanganFakir Miskin Melalui
PendekatanWilayah

5. Keppres No. 15 Tahun 2010 Tentang

Percepatan Pennggulangan Kemiskinan

Produk

Dasar Hukum

Penanganan
Pengaduan, Saran

dan Masukan

8 a. Buku Agenda;
b. ATK
c. Komputer
d. Printer
e. Meja Kursi Pelayanan
f. Meja Kursi Pengunjung.

Sarana Dan Prasarana

9 a. Cakap
b. Memahami tugas dan fungsi jabatan
c. Memaharni Standar Operasional Prosedur
d. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan

computer dan perangkat teknologi lainnya
e. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin,

cepat, tegas,sopan, ramah, adil, terbuka,
sabar, komunikatif,kreatif, inovatif dan
tanggung jawab

Kompetensi Pelaksana

4L



11

t2

1t)

10 Pengawas Internal

Jumlah Pelaksana 3 Orang

Jarninan Pelayanal

Jaminan keamanan
dan keselamatan

pelayanan

Evaluasi Kinerja
Pelayanan

a. Dilakukan oleh atasan langsung
b. Dilakukan secara kontinue
J: ^Krrnslate-r' <lalam -me^mhe^,:ikan

teguran/ sanksi
dan reward / penghargaan

Diwujudkan dalam kualitas proses layanart
dan produk layanan yang didukung oleh
petugas yang berkompetendi bidang
t\rgasnya dengan perilaku pelayanan yang
terampil, cepat, tepat dan santun.

a. Memberikan rasa nyannan dan aman
kepada pemohon

b. Produk pelayanan yang diproses secara
manual dan elektronik di jamin
keabsahannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

c. Jaminan kerahasiaan data

a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan terkait

b. Dilakukan penilaian Survei Kepuasan
Masyarakat

2

1

Alur Proses Pelayanaa ltehabilitasi dan Pelayanan Sosial

Pelayanan Rehabilitasi tiosial Peayandang Disabilitas Terlantar,
Aaak Terlantar, Lanjut Usla Terlantar, Tuna Susila Daa ELs
Perdagaagan Orang serta Adopsl Aaak:
Pelayanaa Rehabilitasi Siocial Peayandang Dtsabilitas Terlantar
(Produhif dan Berat)

KOMPOITT

EN

A. Servlce Dell Proses l'en Pela n
Persyarat

EIN

SLstem,
Mekanism

e dan
Prosedur

a.

N
o

1

2

URAIAN

13. Membawa dokumen/data
penerima bantuan Penyandang
Disabilitas Terlantar yalg
ditanda tangani oleh Kepala
Desa;

14. Membawa Dokumen/foto
copy KTP dan Karfu Keluarga;

15. Membawa foto visual dan
foto rumah nerima manfaat.

A. Pengguna l.ayanan
Datang l,angsung ke
Lokasi Pelayan :

OPD Pengguna Layanan

t

M si Buku Tamu di
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depan rualg tamu Dinsos

I

Dinas Sosial
Kabupaten/Bidang

Rehsos akan melakukan
verifrkasi dan validasi

calon penerima bantuan
social Usaha Ekonomi

Produktif(UEP) bagi
Penyandang Disabilitas

l
Bidang Rehabilitasi Sosial

melakukan
Assesment(iika tidak

memenuhi syarat, maka
permohonan bantuan
tidak akan ditindak

lanjuti)

I

Calon penerima baltuan
sosial UEP bagi

Penya-ndang Disabilitas
akan diberikan bimbingan

sosial dan pemantapan

J

. Calon penerima bantuan
sosial beserta wali
melengkapi dan
menandat-angani

berkas / persyaratan
administrasi yang telah
ditentukan serta berkas
persyaratan pencairan

bantuan social

I

Dinas Sosial memproses
pemberian bantuan

pemenuhan kebutuhan
dasar bagi Penyandang

Disabilitas Terlantar

J

Dinas Sosial melakukan monitoring
penggunaan bantuan social

B. Pengguna l"ayanan Tidak Datang
l,angsung ke tokasi Pelayanan :

Pengguna l,ayanan
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Jangka
Waktu

Pelayanan

Biaya/Tar
if

Pr-oduk
La1'21r^t

Penangan
EIN

Pengadua
n, iJaran

dal
Ma sukan

I

Menghubungi Kepala
Bidang Rehsos melalui

saluran komunikasi
(Telp/Wa : 0822 9O4l

5468 Email :

mangan guwiwalde(@smail.

99rn)

3 1 (satu) tahun anggaran

4 Gratis (tidak dipungut
biaya)

5 Bantuan Sosial UEP dan
penyediaan alat baltu

bagi Penyandang
Disabilitas Terlantar

6 D Ruang Informasi/ Pengaduan
) Telepon: O822 9O41 5468
F Email :

manqan guwiwald@email. com
) Wa: Kabid O822 9041 5468,

Kasie O852 9910 9133, Kasie
0821 9069 5673 dan Staf0821
5432 3335

F Kotak Saran
B. Manufacdtring (Proses Pengelolaaa Pelayanaa di Iateraal Orgaaisasif

7 l. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2OO9 tentang Kesej ahteraan Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
20 14 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang
Disabilitas;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43
Tahun f998 tentang Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Cacat;

6. Permensos Nomor 7 Tal:.run 2Ol7
tentang Standar Habilitasi dan
Rehabilitasi Sosial pada Penyandang
Disabilitas;

8 1. Ruang Pelayanan;
2. Leallet;
3. Televisi;
4. Buku tamu;
5. Kotak pengaduan dal saran
6. Personal Computer;

flasar
H,rkum

Sarana,
Prasarana
da:-r/ atau
Fasilitas
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7. Printer;
8. Meja Kursi Pengunjung;
9. Telepon;
10. Ruang Pengaduan dan Konsultasi;
I I . Toilet;
12. Tempat Parkir Kendaraan Roda 2
dan 4.

9 Kompeten
si

PeLrksana

Kompetensi : Memal-ami Prosedur
Operasional dan Mekanisme
pemberian Bantuan Sosial.

I
0

1. Kegiatan evaluasi oleh Pimpinan
2. Kegiatan Audit oleh Inspektorat

1

1

Jtrmlah
Pelaksana

1

2
Jarninan

PeLeyanan
l. Kode etik
2. Maklumat pelayanan
3. Pakta Integritas

1

J

Jarninan
Kea.mana

n dan
Kes.elamat

an
PeLryanan

1. Tersimpannya dokumen di data
base

1

4
Evaluasi
Ki-rerja

PeLryanan

1. E-Sakip
2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat
3. Dilakukan penilaian Survei

Kepuasan Masyarakat minimal 1

tahun sekali

b. Pelayaaan Rehabilltasi Social Anak Terlantar

URAJANNO KOMPONEIT

1 Persyaratan A. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum rehabilitasi anak terlantar
parda LKSA ditujukan kepada 2 kelompok
sa sErrErn sebagai berikut:

l. Sasaran Primer

a. Anak terlantar mencakup : Yatim miskin,
Piatu miskin, yatim piatu miskin; (usia O-18
th dan belum menikah)

b. Anak yang keluarganya dalam waktu relatif
tama tidat mampu melaksanakan fungsinya
secara wajar;

c. Anak yang keluarganya menga-lami
perpecahan, mengidap penyakit kronis,
lerpidana korban bencana dan lain-lain.
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2 System,
Mekanisme
Prosedur

dan

2. Sasaran Sekunder

a. Anak yang dialggap rentan mengalami
keterlantaran dan jika tidak ditangani negara
anak akan mengalami keterlantaran;

b. Anak yang memperoleh asuhan LKSA namun
dalam jangka waktu yang relatif terbatas.

B. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1 . Permohonan orang tua/ keluarga calon anak
asuh kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi
Sulut, melampirkan:

2. Surat rujukan dari Dinas Sosial Kab/Kota;
3. l,aporan Sosial dari Pekerja Sosial professional

domisili calon anak asuh;
4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter/

Puskesmas;
5. Surat Keterangan tidak mampu (miskin) dari

Lurah/ Kepala Desa;
6. Foto copy dokumen kependudukan orang

tua/ keluarga dan calon anak asuh
(KTP/KK/Akta Kelahiran);

7. Dokumen pendidikan bagi anak asuh yang
sedang/ perna,h sekolah (Raport, Ijazah, Surat
Pindah sekolah).

8. Pas foto calon anak asuh dan orang tua anak
Ukuran 3 x 4 sebanyak 6 lembar.

C. PERSYARATAN TEI(IUS

1. Ketersediaan kuota penerimaan calon anak
asuh, melihat ketersediaan fasilitas, SDM dan
kemampuan angga-ran.

2. Rekomendasi hasil penjangkauan, identifrkasi
dan observasi kepada lingkungan keluarga
calon anak asuh di la

A. Pengguna Layanan Datang
Langsung ke Lokasi Pelayan :

OPD Pengguna Layanan

t
Dirujuk / dimasukkan sebagai

Penerima Manfaat oleh Keluarga,
Masyarakat, LSM / organisasi,

Lembaga / Instansi
Pemerintah maupun Swasta

Mengisi Buku Tamu di depan ruang
tamu Dinsos

.I

Mendaftarkan langsung ke Dinas
Sosial Kabupaten / Kota
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J

Konsultasi dan Verifrkasi dokumen
terkait usulan data Anak

Terlantarff ika dokumen belum
lengkap lrraka akan dikembalikarr

kepada pemohon untuk dilengkapi)

J

Petugas Peksos/ Pendamping Anak
dan atau LKSA melakukan

Assesment lanjut anak terlantar

J

Membuat surat pengantar layanan
social rujukan ke LKSA dari Bidang

Rehsos yang ditandatangani oleh
Kepala Dinas Sosial Kabupaten

Kepl.Talaud

I

Penempatan Penerima
Manfaat/ Calon Anak untuk

mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi
Sosial Dasar Anak Terlandar Dalam

Panti/LKSA.

B. Pengguna l-ayanan Tidak Datang Langsung ke
Ixrkasi Pelayanan :

Pengguna Layanan

I

Menghubungi Kepala Bidang Rehsos
melalui saluran komunikasi

(Telp/Wa : 0822 9O4l 5468 Email :

manqanguwl

5 hari setelah dokumen/data Anak
Terlantar diterima oleh Bidang

Rehsos

Gratis (tidak dipungut biaya)

1. Penyediaan Permakanan

a. Jumlah Anak Terlantar penerima permakanan
di dalam panti per tahun;

b. Jumlah hari pemberian layanan permakanarr
dalam 1 (satu) tahun;

c. Indenks pennakanan perotang perhari;
d. Pengadaan sarana pras€rrErna dapur;

e. Bantuan permakanan dengan standar biaya
sama dengan panti sosial milik pemerintah

3 Jangka
Pelayanan

Waktu

4 Biaya/Tarif

5 Produk Layanan
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2. Penyediaan Siandang

l. Pembelian pakatan terdiri atas pakaian
harian, pakaian melayu/ adat, pakaian
sekolah, pakaian olah raga dan pakaian

dalam;
2. Pembelian perlengkapan mandi setiap bulan;

3,. Pembelian kebutuhan khusus untuk anak
perempuan, balita dan yang mengalami

beddridden setiap bulannya;
4. Pembelian alas kaki ( sendal dan Sepatu) alas

I

tempat tidur secara berkala seliap tahun;
5. Perlengkapan ibadah sesuai dengan agama

t yang dianut anal< asuh pertahun.
3. Penyedlaan Asrama

1. Asrama putra dan asrama putri yang mudah
dijangkau;

2. Biaya pemeliharaan/ perawatan asr€una;
3. Biaya sarana dan prasarana asrarna.

4. Penyediaan alat pendtdiLan / sekolah

C

a. Pakaian sekolah;
b. Tas sekolah;

Buku-buku tulis, Buku LKS , buku cetak dll.
d. Pena, pensil dll.;

Biaya pendidikan ( sekolah, kursus, les ) per
anak /bulan.

5. Pemberian bimbingan lisik, mental
spiritual dan sosial

a. Pembelian alat peraga;
b. Pembelian Alat Tulis Kantor.

6. Pemberian bimbingan aktfitas hidup
sehari-hari

a. Honor Pekeda Sosial / profesional I Tenaga
Kesejahteraan Sosial;

b. Pembelian alat peraga;
c. Pembelian alat tulis kantor.

7. Fasilitasi Pembuatan Dokumen
Kependudukan

a. Pernbuatan Akta Kelahiran;
b. Pembuatan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

r:. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

8. Akses ke layanan pendldikan dan
keeehatan daaar

a. Tersedianya mobil operasional;
b Honor juru mudi / supir mobil operasional.

9. Pemberian pelayanan penelueuran keluarga

a. Biaya pe{alanan petugas panti;
b. Biaya perjalanan Pekerja Sosial Profesional;
lC). Pemberian pelayanan reunilikasi keluarga
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o Biaya pe{alanan atau transport petugas panti

/ peke{a
11. Penyediaaa perbeLalaa Lesehatan di

dalam Poliklinik Panti

a. Obat umum;
b. Tensi meter.

Ruang Informasi/ Pengaduan
Telepon : Oa229O4l 5468
Email : manqanguwiwaldq@gmail.com
Wa : Kabid Oa22 9O4l 5468, Kasie O852

99r0 9133, Kasie 0821 9069 5673 dan
StafO82l 5432 3335

F Kotak Saran
B. Ifianufacfirring (Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi)

l. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun
1945 pasal 34 ayat 1,2,3;

2. Undang-undang RI Nomor:.6 Tahun 1974
tentang Kesej ahteraan Anak;

3. Undang-Undang RI Nomor: 36 Tahun 1990
tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak;

4. Undang-Undang RI Nomor: 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia;

5. Undang-Undang RI Nomor: 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang RI Nomor: 23 talun 2OO2 ,

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak;

7. Undang-Undang RI Nomor: 23 Talrrtn 2Ol4
te ntang Pemerin tahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 2 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(SPM);

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 52 Tahun
2O19 tentang Penyelenggaraan Kesej ahteraan
Sosial;

10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor:
HUK.3-3-8/239 Tahun 1974 tentang Panti
Asuhan;

I I . Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 30
Tahun 201 1 tentang Standar Nasional
Pengasuhan Anak untuk kmbaga
Kesejahteraan Sosial Anak;

12. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9
Tahun 2O18 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial di
Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

13- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16

Tahun 2Ol9 tentang Standar Nasional
Rehabilitasi Sosial;

6 Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

7 Dasar Hukum

8 Sartrna, Prasarana
dan/ atau Fasilitas
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2. Asrama;
3. Tempat Ibadah;



9 Kompetensi
Pelaksana

10 Pengawasan
Intemal

11 Jumlah Pelaksala

t2 Jaminan
Pelayanan

4. Poliklinik;
5. Perpustakaan;
6. Ruang Kelas/teori;
7. Ruang Aula;
8. Ruang Makan;
9. Ruang dapur;
10. Gudang dan garase;
1 1. Ruang Pekekeda Sosial;
12-Rumah jaga;

13. Rumah petugas;
14. Water Suplay;
15. Mobil operasional;
16. Sarana dan prasarana olahraga (tenis meja,

1. Pejabat Struktural ( Eselon III dan IV );

a. Kepala UPT;
b. Kepala Subbag Tata Usaha;
c. Kepala Seksi Pelayanan Sosial;
d. Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial.
2. Jabatan Fungsional Tertentu ( Peke{a Sosial

);
3. Jabatan Fungsional Umum;
4. Instruktur Bimbingan Fisik (senam);
5. Instruktur Bimbingan Sosial;
6. Instruktur Bimbingan Psikologi;
7. Instruktur keterampilan / ektrakurikuler;
8. Pengasuh anak;
9. Satpam;
10. Tukang kebun;
1J . Petugas kebersihan;
1i:. Perawat edis.

1 . Kegiatan evaluasi oleh Dinas Kab/ Kota dan
inas Provinsi

Jumlah pelaksana terdiri
dari 9 orang dengan rincian sebagai
berikut :

1. SDM yang berkompeten sesuai dengan bidang
tugas dan keahliannya;

2. Pekeqa Sosial yang bersertifikat;
3. SDM yang beke{a berdasarkal system

pelayanan dan Standar Operasional Prosedur
SO

50

l. Pembina Jasmani dan Mental;
2. Pengelola Perlindungan Sosial;
3. Pengelola Asrama;
4. Pengelola Program dan Kegiatan;
5. Pengelola Keuangan;
6. Pranata jamuan;
7. Pengadministrasi Umum;
8. Pengadministrasi Kepegawaian;
9. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana.
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c. Pelayanan Rehabilitasi Social Lansia Terlantar

Jaminan
Keamanan
Kese)atnatan
Pelayanan

dan
1. Tersedianya sumber air bersih;
2. Didampingi Pengasuh Anak, Pekerja Sosial.
3. Tersedianya asratna yang bersih dan layak

serta mudah diaftses;
4. Penjagaan dari Petugas Keamanan (Satpam)

Panti.
t4 Evaluasi

Pelyanan
Kinerja Evaluasi penerima Standar Pelayanan ini

dilakukan minima-l I (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun, selanjutnya dilakukan tindakan
perbaikan untuk menjaga dan meningkatkar
kinerja pelayanan.

NO KOMPONEN URAIAN

1 Persyaratan 1 Membawa dokumen/data
bantuan l,ansia Terlantar yang
tangani oleh Kepala Desa;

penerima
ditanda

2. Membawa Dokumen/foto copy KTP dan
Kartu Keluarga;

3. Membawa foto visual dan foto rumah
penerima manfaat.

2 System,
Mekanisme
Prosedur

dan
A. Pengguna Layanan Datang
Langsung ke Lokasi Pelayan :

OPD Pengguna l.ayanan

J

Mengisi Buku Tamu di depan ruang
tamu Dinsos

j

Konsultasi dan Verifikasi dokumen
terkait usulan data l,ansia

Terlantarfi ika dokumen belum
lengkap maka akan dikembalikan

kepada pemohon untuk dilengkapi)

I

Petugas melaksanakan kegiatan
asesmen kebutuhan dasar penerima

manfaat

I
Petugas mem bahas hasil asesmen
kebutuhan dasar penerima manfaat

I
Petugas menyusun rencana

pelaksanaan kegiatan pemenuhan
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3 Jangka
Pelayanan

waktu

4 Biaya/Tarif

5

6

Produk Layaran

Pen:rnganan

kebutuhan dasar penerima manfaat
sesuai dengan hasil temu bahas

asesmen kebutuhan dasar

j

Petugas menyediakan kebutuhan
dasar penerima manfaat sesuai
dengan rencana pelaksanaan

kegiatan pemenuhan kebutuhan
dasar;

J

Dinas Sosial memproses pemberian
bantuan pemenuhan kebutuhan

dasar bagi Lansia Terlantar

t
F'enerima Manfaat/ Lansia terlantar menerima
r€layanan pemenuhan kebutuhan dasar yang

meliputi permakanan, sandang, alat bantu, alat
kebersihan diri dan kesehatan

I
Petugas memberikan bimbingan bantu diri

kepada penerima manfaat
t

R:tugas mencatat penerima manfaat yang sudah
m endapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan

dasar dan perkembangan kesehatan penerima
manfaat

J

R:tugas menyusun laporan kegiatan pemenuhan
kebutuhan dasar.

B. Pengguna Layanan Tidak Datang Lalgsung ke
Lo kasi Pelayanan :

Pengguna l,ayanan

I

Menghubungi Kepala Bidang Rehsos
melalui saluran komunikasi

(Telp/wa : Oa22 9O4l 5468 Email :

manganguwiwalde@,grnail. com)

Jangka waktu yang diperlukan
dalam proses pelayanan pemenuhan

kebutuhan dasar adalah 1 (satu)
tahun.

Bantuan social berupa pelayanan
pemenuhan kebutuhan dasar yang
meliputi permakanan, sandang, alat

bantu, alat kebersihan diri dan
kesehatan serta uang

Informasi>R
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Pengaduan, Saran
dan Masukan

7 Dasar Hukum

Telepon : 0822 9041 546a
Email : manganzuwiwalde(@gmail.com
Wa : Kabid Oa22 9041 5468, Kasie 0852
9910 9133, Kasie O821 9O69 5673 dan
Staf0821 5432 3335

! Kotak Saran
B. ilIanufocturing (Proses Perrgelolaan Pelayanan di Internal Organisasll

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998
l,entang Kesejahteraan Lanjut Usia;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
t,jntang Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9

tr:ntang Kesej ahteraan Sosia-l;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OO4

t,r:ntang Pelaksanaan Upaya Peningkatan
k.esejahteraan Sosial Lanjut Usia;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2Ol2
l.entang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
t{:ntang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 20O9 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O18

lentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012

tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan
f)ata Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan
liosial;

l(). Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun
12012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut
Usia;

11. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun
2074 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

1!1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun
:lO 16 tentang Standar Nasional lrmbaga
K.esejahteraan Sosial;

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun
2Ol7 tentang Pedoman Pengembangan
l(awasan Ramah f"anjut Usia; 21. Peraturan
Ivlenteri Sosial Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang
lltandar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan
Profesi Pekerjaan Sosial;

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun
2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya
ldanusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;

15i. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun
2Ol7 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat;

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun
11018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi
liosial Lanjut Usia; 25. Peraturan Menteri
Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pe
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8

Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah
Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/ Kota;

Sarana, Prasarana
dan/ atau Fasilitas

l. Alat Tulis Kantor (ATK);

2. Komputer;
3. Printer;
4. Alat dokumentasi;
5. Ruang dapur;
6. Ruang makan;
7. Peralatan makan dan minum;
8. Ruang mencuci baju;
9. Jemuran pakaian;
1O. Ruang penyimpanan pakaian;
11. Ruang kamar tidur;
11!. Ruang kamar mandi;
1iii. Ruang perawatan khusus;
14. Ruang kesehatan/ poliklinik;
15i. Alat kesehatan (tensimeter, timbangan berat
badan, pengukur tinggi badan, dan
l.ermometer);

1(r. Tempat penyimpanan obat (Kotak P3K);
1?'. Obat-obatan ringan;
lti. Alat bantu (kaca mata, kursi roda, kruk,
lzrnsia walker, tripod dan tongkat);

19. Blangko penerimaan sandang, parrgan,
papan alat bantu dan alat kebersihan diri;

20. Blangko monitoring dan evaluasi
perkembangan kesehatan;

2 l. Sarana transportasi.

9 Kompetensi
Pelaksana

1. Pendidikan minimal SMA sedera-iat dan sudah
rnengikuti pelatihan dasar Pekerjaan Sosial;

2. Memahami regulasi tentang standar nasional
r,:habilitasi sosial lanjut usia;

3. Mampu melaksanakan asesmen kebutuhan
dasar penerima manfaat;

4. Mampu menyusun rencana pelaksanaan
I<egiatan pemenuhan kebutuhan dasar;

5. Mampu berkomunikasi dan menjalin relasi
dengan baik;

6. Teliti dan cermat dalam mempersiapkan alat
<lan bahan yang akan digunakan untuk
l<egiatan pemenuhan kebutuhan dasar;

7. Mampu mengolah dan menyajikal makanan
yang memenuhi standar gSzi d,an sesuai dengan
daftar menu;

8. Mampu mengolah dan menyediakan pakaian
layak pakai untuk penerima manfaat;

9- Mampu mengolah dal menyediakan
kebutuhan pengasr€rmaan untuk penerima
manfaat;

1O. Rajin dan rutin mendampingi pemeriksaan
lcesehatan penerima manfaat sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan;

1l . Cepat dan tanggap ketika mengetahui
kondisi kesehatan
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nlengalami penurunan;
12. Sabar dan ramah mendampingi penerima

rmanfaat yang mengalami bedridden;
lii. Teliti dan cermat dalam memberikan obat

J<epada penerima manfaat sesuai dengan
anjuran dokter;

l+. Mampu mengolah dan memberikan
bimbingan bantu diri kepada penerima
:nanfaat yang menggunakan alat bantu;

15. Mampu mengolah dan mendistribusikan
peralatan kebersihan diri sesuai dengan
k ebutuhan penerima manfaat;

16. Teliti dan cermat dalam mencatat
penerimaan permalanan (rollys), penerimaal
sandang, papm, alat bantu dan alat
l<ebersihan diri;

17. Teliti dan cermat dalam mencatat pemberian
minum obat;

18. Teliti dan cernat dalam mencatat

l:erkembangan kesehatan penerima manfaat;
19. Mampu men5rusun laporan kegiatan
pemenuhal kebutuhan dasar.

1. Pengawasan internal dilaksanakan secara
berjenjarg oleh Kepala Seksi yang membidangi
dan Kepala Panti;

2. Sistem pelaporan kegiatan pemenuhan
kebutuhan dasar lanjut usia dilaksanakan
setiap bulan.

10 Pengawasan
Internal

11 Jumlah Pelaksana Maksimal 1O (sepuluh) orang.

t2 .Iaminan
Pelayanan

1.1 Jaminan
Keamanan
Keselamatan
Pelayanan

dan
1

1. Pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar
lanjut usia terlantar dilaksanakan sesuai
dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di
rlalam panti;

2. Pelayanan pemenuhan kebutuhal dasar
lanjut usia terlantar dilaksanakan sesuai
dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

dan norma waktu yang telah ditetapkan.

2

. Pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar
Janjut usia terlantar yang akuntabel,
1-ransparan dan berkeadilan;
. Pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar
lanjut usia terlantar dilaksanakan dengan
semboyan WIRATAMA (Wangt, Indah, Rapih,
r\man, Tanggap dan Manusiawi);
. Pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar
lzrnjut usia terlantar dilaksanakan sesuai
dengan prinsip pekerjaan sosial;
. Penerima manfaat mendapatkan makanan

lrang sesuai standar gzi, pakalan yang layak,
alat bantu sesuai kebutuhan dan asrarna yang
rludah diakses serta ramah terhadap laljut

J

4
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t4 Evaluasi
Pelayanan

Kinerja

5. Pemberian minum obat kepada penerima
manfaat diberikan sesuai dengan anjuran
dokter;

6. Penerima manfaat dalam kondisi bersih dan
r;ehat.

1. Laporan evaluasi kinerja pelaksanaan
kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar lanjut
usia terlantar disampaikan secara berjenjang
rrulai dari Kepala Seksi yang membidangi
hingga Kepala Panti;

2. Secara langsung, berkala setiap bulan
rjlaupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

d, Pelayanan Rehabilitasi So,cial Tuna Susila dan Eks Perdagangan Orang

NO KOMPONEN URAIAN

1. Persyaratan Teknis

a. Calon penerima manfaat adalah seorang
perempuan berusia antara 19 s.d 59 tahun
yang melakukan hubungan seksual dengan
lawan jenis secara berulang-ulalg dan
bergantian diluar perkawinan yang sah
Cengan tujuan mendapatkan imbalan uang,
materi atau jasa;

b. Hidup dalam keadaan yang tidak sesuai
,lengan norrna kehidupan masyarakat dengan
menjajakan diri ditempat umum, dilokasi
atau tempat pelacuran seperti rumah bordil
dan tempat terselubung seperti warlrng
remang-remang, hotel, mall maupun diskotik;

c. Sehat jasmani dan rohani

2. Persyaratan Administrasi

Rujukan dari Instansi
Terkait/ Masyarakat

a. Fotocopy identitas diri fiika ada);

b. Kartu Jaminan Kesehatan Asli

fiika ada);

c. Surat pengantar dari instansi
pengirim.

1 Persyaratan

z System,
Mekanisme
Prosedur
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dan
A. Pengguna Layanan Datang
Langsung ke Lokasi Pelayan :

OPD Pengguna Layanan

i
Calon penerima manfaat datang ke

Dinas Sosial dengal didampingi oleh



penanggung jawab (lnstansi Terkait/
Masyarakat) untuk mendaftarkan

diri sebagai calon penerima lr.al:faat

Mengisi Buku Tamu di depan ruang
tamu Dinsos

J

Penanggung jawab (Instansi Terkait/
Masyarakat) menyerahkan

kelengkapan berkas persyaratan
administrasi calon penerima manfaat

kepada petugas Bidang Rehsos

I
Petugas menerima berkas, kemudian

meneliti kelengkapan berkas
persyaratan administrasi calon

penerima manfaat;

J

Petugas melaksanakan wawancara
kepada calon penerima manfaat dan
penanggung jawab (Instansi Terkait/

Masyarakat)

I

Petugas melaksanakan kegiatan
asesmen kebutuhan dasar penerima

manfaat

I
Petugas melaksanakan kegiatan

temu bahas hasil asesmen
kebutuhan dasar penerima manfaat

I
Petugas men5rusun rencana

pelaksanaan kegiatan pemenuhan
kebutuhan dasar penerima manfaat

sesuai dengan hasil temu bahas
asesmen kebutuhan dasar

l
Petugas mencatat data penerima

manfaat baru ke dalam buku
registasi dan mengarsipkan berkas

ke dalam dosir

I

Petugas menyediakan kebutuhan
dasar penerima manfaat sesuai
dengan rencarla pelaksanaan

ke
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dasar

J

Petugas memberikan pelayanan
pemenuhan kebutuhan dasar
kepada penerima manfaat dan

mencatat penerima manfaat yang
sudah mendapatkan pelayanan
pemenuhar kebutuhan dasar

J

Petugas menyusun laporan kegiatan
pemenuhan kebutuhan dasar dan

laporan penerimaan eks wanita tuna
susila.

E. Pengguna Layanan Tidak Datang Langsung
ke Lokasi Pelayanan :

Pengguna l,ayanan

J

Menghubungi Kepala Bidang Rehsos
melalui salural komunikasi

(Telp/Wa : 0822 9O4l 5468 Email :

manqanzuwiwald@email. com)

3 Jangka
Waktu
Pelayanan

Jangka waktu yang diperlukan
dalam proses pelayanan pemenuhan

kebutuhan dasar adalah 6 (enam)
bulan.

Gratis (tidak dipungut biaya)4 Biaya/Tarif

5 Produk Layanan 1. Diperolehnya Penerima Manfaat yang sesuai

dengan kriteria yang telah ditetapkan;

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang
Penetapan Penerimaan Penerima Manfaat;

3. Berita Acara Serah Terima Penerima Mnafaat;

4- Penerima manfaat yang baru tercatat di daam

buku induk regristrasi;

5. File penerima manfaat;

6- Laporan kegiatan penerima manfaat.

Ruang Informasi/ Pengaduan
Telepon:08229O41 5468
Email : manqanguwiwalde@smail. com
Wa : Kabid 0822 9041 5468, Kasie 0852
9910 9133, Kasie 0821 9069 5673 dan
StaJO821 5432 3335
Kotak Saran

Penanganan
Pengaduan, Saran
dal Masukan
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B. IfianuJacturing (Proses Perrgelolaan Pelayanan di Internal Organisasil

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20O9
tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20O9
tentang Kesej ahteraan Sosial;

5. Undang-Undnag Nomor 36 Tahun 20O9
tentang Kesehatan;

6- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penanganan Fakir Miskin;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2O12
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial;

7 Dasar Hukum
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9- Peratura-n Pemerintah Nomor 96 Tahun 2072
tentang Pelaksanaan Undalg-Undang Nomor
25 Tahun 20O9 tentang Pelayanan Publik;

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2O16 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal;

lll.Peraturan Menteri Sosial Nomor
IIO lHUKl2009 tentang Rehabilitasi Sosial
Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila;

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pedoman Pendataan dan
Pengelolaan Data Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan
Sumber Kesej ah teraan Sosial;

14. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

lIi. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun
2015 tentang Standar l*l::baga
Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna
Sosial;

1(i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Taltrun
2016 tentalg Standar Nasional Lembaga
Kesej ahteraan Sosial;

17. Peraturan Menteri Sosia,l Nomor 5 Tahun
20 17 tentans Standar Rehabilitasi Sosial



Konrpetensi
Pelaksana

Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial;

1[i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun
2O17 tentang Standar Nasional Sumber Daya
Manusia Penyelenggara Kesejahteraan
Sosial;

19. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun
2OI7 tentang Pedoman Pen5nrsunan Survei
Kepuasan Masyarakat;

20. Peraturan Menteri Sosia-l Nomor 9 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di
Daerah Kabupaten/Kota;.

8 Sarana, Prasarana
dan/ atau Fasilitas

1. Alat Tulis Kantor;

2. Komputer;

3. Printer;

4. Alat dokumentasi;

5. Ruang seleksi dan penerimaan beserta
perlengkapannya;

6. Pedoman wawancara;

7- Blangko berita acara serah terima penerima
manfaat;

8. Buku induk registrasi;

9. Ordner/ snelhecter/hangrng map;

1o.Filing cabinet/ lemari arsip/ lemari
penyimpanal file penerima manfaat.

9 l" Pendidikan minimal SMA sedera-jat dan sudah
mengikuti pelatihan dasar Pekerjaan Sosial;

2. Memahami regulasi tentang standar lernbaga
penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial;

3. Mampu mengoprasikan komputer;

4" Mampu berkomunikasi dan menjalin relasi
dengan baik;

5. Mampu menlrusun instrumen seleksi dan
pedoman wawancara;

6. Teliti dan cermat dalam memeriksa berkas
persyaral-an administrasi;

7. Mampu melakukan wawanc€r.ra;

8" Mampu menganalisis dan menentukan
kelayakan (elijibilitas) calon penerima
manfaat;

9. Mampu menyusun laporan hasil kegiatan
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Pengawasan
Interna-l

1

penenmaan.

Dilaksanakan secara berjenjang mulai dari
Kepala Seksi yang membidangi hingga Kepala
Panti;

2. Sistem pelaporan kegiatan penerimaan eks
wanita tuna susila dilaksanakan 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun.

Laporan evaluasi kinerja pelaksanaan
kegiatan penerimaan eks wanita tuna susila
disampaikan secara berjenjang mulai dari
Kepala Seksi yang membidangi hingga Kepala
Panti;

2.. Secara langsung, berkala seliap bulal
maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

2. Pelayanan Re habilitasi Soslal Adopst Anak

Pelayanan Rehabilitasi Siocial Pengangkatan/Adopei Anak

URAIAIT

1 Persyaratan

1

10

11 Jumlah Pelaksana Maksimal 5 (lima) orang.

1. Pelayanan penerimaan eks wanita tuna susila
dilaksanakan sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan norma waktu
yang telah ditetapkan;

2 Penentuan kelayakan (elijibilitas) penerima
manfaat yang diterima berdasarkan pada
kriteria yang telah ditetapkan di dalam
Standar rehabilitasi sosial bekas penyandang
masalah tuna susila di dalam panti.

12 Jaminan Pelayanan

13 Jaminan
Keamanan
Keselamatan
Pelayanan

dan
1. Pelayanan penerimaan eks wanita tuna susila

yang akuntabel dan transparan;

2" Pelayanan penerimaan eks wanita tuna susila
dilaksanakan dengan menerapkan prinsip
pekerjaan sosial;

3. Penentuan kelayakan (elijibilitas) penerima
manfaat yang diterima dilakukan dengan
transparan dan netralitas;

4. Data dan informasi penerima manfaat terjaga
kerahasiannya.

Evalua si
Pelayanan

Kinerja

a
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t4

NO K,OMPONEN

A. f'engaJuan Berkas
1. Berkas Permohonan Pengangkatan Anak yang

telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala



2

l)inas Sosial Kab/ Kota setempat
2. i,aporan Sosial hasil Assesment dari Pekerja

Sosial
B. Calon Anak Angkat (CAAI

Anak yang belum berusia 18 (delapan belas)
tlahun, merupakan anak terlantar atau
<litelantarkal, berada dalam asuhan keluarga
:rtau dalam kmbaga Pengasuhan dan
memerlukan perlindungan khusus

C. Calon Oraag T-ua Angkat (COTAI
a. Sehat Jasmani dan Rohani

b. Berumur paling rendah 30 tahun
dan paling tinggi 55 tahun

c. Beragama sama dengan agama CAA

d. B:rkelakuan baik dan tidak pernah dihukum
ka :ena melakukan tindakan kejahatan

e. Bersetatus menikah secara sahpaling
singkat 5 tahun

f. Tidak merupakan pasangan sejenis

g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya
memiliki 1 (satu) orang anak

h. Dalam keadaan mampu sec€rra ekonomi dan
sosia-l

i. Mr:mperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis
dar:L Orang Tua Wali Anak

j. I\tlembuat surat pernyataan tertulis bahwa
pengangkatan anak adalah demi kepentingan
terbaik bagr anak, kesejahteraan dan
perlindungan anak

k. Adanya Laporan Sosial dari Peke{a
Sosial setempat

1. Tetah mengasuh CAA paling singkat 6 (enam)
bul;rn, sejak ijin pengasuhan diberikan

m. lvlemperoleh ijin Menteri Sosial atau Instansi
Sosial Provinsi

A. Pengguna Layanan Datang Langsung
ke lokasi Pelayan :

OPD Pengguna Layanan

J

Mengisi Buku Tamu di depan ruang
tamu Dinsos

J

Membawa berkas/ dokumen
ers tarl dan konsultasi
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System,
Mekanisme dan
Prosedur



dengan petugas Dinas Sosial dalam hal
ini petugas Bidang Rehsos

J

Bidang REHSOS
memeriksa/ memverifikasi kelengkapa
n berkas Permohonan Pengangkatan

Anak

J

Dinas Sosial menerbitkan Surat
Rekomendasi Pemberian Izin

Pengasuhan Anak Sementara 6 (enam)
bulan kepada COTA

J

Kepala Bidang Rehsos memerintahkan
Petugas Peksos/ Pendamping Anak
melakukan Assesment lanjut atau

melakukan peninj aual dan
pemeriksaan lapangan (Proses

Monitoring dan Evaluasi /home visit
terhadap COTA dan CAA) untuk

mengetahui apakah memenuhi syarat
untuk diberikan ijin atau tidak ( t hari

)

J

Peksos membuat Laporan Sosial hasil
assesmen yang di tandatangani oleh

Kepada Dinas Sosial setempat sebagai
syarat yang haru di kirim ke Dinas

Sosial Provinsi

J

Sidang Tim Pertimbangan Perizinan
Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi

Sulut Kab.Kepl. Talaud

J

Penerbitan Berita Acara Sidang Tim Pertimbangan
Peri:inan Pengangkatan Anak(PIPA) dan Penerbitan

S rrat Rekomendasi Calon Orang T\ra Angkat
J

Penerbitan SK Pemberian lzin Pengangakatan Anak
kepada Calon Orang T\.ra Angkat(COTA)

B. Pr:ngguna l,ayanan Tidak Datang Langsung ke
l,oka si Pelayanan :

Pengguna l,ayanan

I
Menghubungi Kepala Bidang Rehsos

melalui saluran komunikasi (Telp/Wa :

0822 9O4l 5468 Email :
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Jangka Waktu
Pelayanan

4

5 Produk Layanan

6 Penanganan
Pengaduan,
Saran
Masukan

dan

Pr:layanan pengalgkatan anak:
1. SK Pemberian lzin Pengasuhan Anak Sementara

6 (enam) bulan
2. Be:rita Acara Sidang Tim Pertimbangan

Perizinan Pengangkatan Anak (TIM PIPA)

3. Sti Pembenan Inn Pengangkatan Anak kepada
Calon Orang Tua Angkat

4. Surat Rekomendasi Calon Orang Tua Angkat ke

) Wa : Kabid 0822 9041 5468, Kasie O852

9910 9133, Kasie O821 9069 5673 dan Staf
0821 5432 3335

F Kotak Saran
B. ilIanufacdrnng (Proses Pengelolaan Pelayanan di Interaal Organisasif

} Email : manganzuwiwaldq@email.com

Pen dilan

Gratis (tidak dipungut biaya)

1 (satu) tahun sejak Berkas
Permohonan Pengangkatan Anak yalg
telah direkomendasikan oleh Kepala

Dinas Sosial Kabupaten/ Kota

F Ruang Informasi/ Pengaduan
F Telepon :, 0822 9O4l 5468

7 Dasar Hukum

8 Sarana,
Prasarana
dan/ atau
Fasilitas

1. Lrndang-undalg Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindrrngan Anak.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Ke:;ejahteraan Anak.

3. I)eraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor
lll)/HUKl2OOg tentang Persyaratan
Pengangkatan Anak;

5. Feraturan Direktur Jendera-l Rehabilitasi Sosial
Nomor: 02 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Teknis
Prosedur Pengangkatan Anak.

1. R:ang Pelayanan;
2. B irnner informasi;
3. Buku daftar penerima layanan;
4. Formulir Persyaratan Adopsi;
5. LeaJlet;
6. D csir;
7. B rku tamu;
8. K,>tak pengaduan dan saran
9. Irrternet;
10. Personal Computer;
1 1 . Printer;
12. lvleja Kursi l,ayanan;
13. Ivleja Kursi Pengunjung/Tamu;
14. -felepon;

15. Ruang Pengaduan dan Konsultasi;
16. kmari Arsip;
17. -loilet

manganzuwiwald@gmail. com)
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9 Kompetensi
Pelaksana

10 Pengawasan
Internal

11 Jumlah
Pelaksana

1. 2 (dua) orang PNS (Front Office);
2. 2 (dual orang Sakti Peksos (back oflice);
3. 1 (satu) orang Non PNS (Administrasi).

t2 Jaminan
Pelayanarr

1 . K,,rde etik
2. Menjaga kerahasiaan.

Jaminan
Kearnanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Tersimpannya dokumen baik di komputer
meupun di dosir yang disimpan dalam lemari
kh usus.

Dile k'ukan penilaian Survei Kepuasan Masyarakat
m: nimal 1 tahun sekali

t4 Evaluasi Kineq'a
Pelayanan

Jenj ang pendidikan:
1. minimal Diploma 3, semua jurusan (Front
OfIice)

2. roinimal Diploma 3, semua jurusan (Customer
Se rvice)

I . K.:giatan evaluasi oleh Pimpinan
2. K,:giatan Audit oleh Inspektorat
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BAB III
PENETAPAN MAXLUMAT PELAYANAN

PAI}A DIIYAS SOSIAI- KABUPATEIY KEPULAUAN TALAUD

Maklumat Pelayanan me rupakan pernyataan kesanggupan dan

kewaj iban penyelenggara unrrrk melaksanakan pelayanan sesuai dengan

Standar Pelayanan. BerdaseLrkan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 ,

hal-hal yang perlu dimuat dalam Maklumat Pelayanan adalah:

UAXLUUA'T PELIIYAITAN PADA DIITAS SOSIAL KABT'PATEI|
KE;PI,LAUAN TAI,IIT,D

'I)engan Inl Kamt tlemgotakan So,nggup Mengetenggardkan

Pelayanan Sesuci Sta nd.ar Pelagianan Yang Telah Ditetzplcan Dan

Apabilo. Tidak Menepati'.Ian{t Inl" Kamt Stap Dlenerbna Sanksi Sesuai

Perahtran Penmdang-Uttdangdn Tang Berlo.kat "
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BAB TV

PENUTUP

Akuntabilitas dan transparansi, adalah dua hal yang diupayakan

untuk selalu ditingkattan dalam pengelolaan pelayanan publik. Hanya

dengan cara tersebut pernerintah dapat kembali meraih kepercayaan

masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan

mengembangkan standa.r pelayanal di setiap unit penyelenggErra

pelayanan publik.

Standar pelayanan merupakan salah satu jer:lbatan yang dapat

mempertemukan harapan masyarakat dan kesangguparr penyedia

pelayanan. Melalui stanrlar pelayanan penyedia pelayanan berjanji

untuk memberikan pel,ryanan yang berkualitas. Begitu banyak

manfaat yang dapat dirasakan jika suatu instansi memiliki standar

pelayanan. Manfaat ini tentu saja dapat dirasakan oleh kedua belah

pihak, baik masyarakat maupun bagr pemerintah sebagai

penyelenggara pelayanan. Masyarakat sebagai pengguna jasa

pelayanan juga dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban apa

yang harus mereka dapatkan dal lakukan untuk mendapatkan suatu

jasa pelayanan. Selain itu masyarakat akan mendapat jaminan bahwa

mereka akan mendapa'- pelayanan dalam kualitas yang dapat

dipertanggung- jawabkan serta memberikan fokus pelayanan kepada

pelanggan / masyarakat.

Bagi organisasi staedar pelayanan merupakan alat komunikasi

antara pelanggan den gan penyedia pelayanan dalam upaya

meningkatkan pelayanan, menjadi alat untuk mengukur kinerja

pelayanan serla menjadi alat sarana monitoring dal evaluasi kine{a

pelayanan Adanya standar pelayanan, memungkinkan adanya

perbaikan kualitas atau mutu pelayanannya secara berkelanjutan

(continuous improvemen:). Karena dengan adanya staldar pelayanan

organisasi dapat terus m,3nerus memperbaiki pelayanannya dari aspek

persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan.

Standar pelayanan juga mensyaratkan adalya pengelolaan pengaduan

yang merupakan wadreh bagr mekanisme umpan balik dari

masyarakat, sehingga L,irokrasi dapat lebih memahami apa yang
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sebenarnya diinginkan oleh masyarakat dan bagaimana dan apa yang

seharusnya mereka lakukan dalam memberikan pelayanan.

Uraian dalam buku ini memberikan petunjuk praktis mengenai

hal- hal apa yang harus dipersiapkan serta langkah-langkah dalam

merencanakan, menyusun dan mengimplementasikan standar

pelayanan. Terdapat syarat utama bagr keberhasilan penerapan

standar pelayanan yaitu perubahan paradigma birokrasi yang harus

menempatkan rakyat dan kepentingannya sebagai fokus utama dari

pelayanan yang diselenggzrrakannya.

Semoga buku ini bermanfaat bagi instansi penyelenggara

pelayanan khususnya buat Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud

secara internal yang akan menyusun, mengimplementasikan, dan

memperbaiki standar pelayanannya. Karena bagaimanapun

pemerintah telah menete pkan peraturan perundangan yang memang

mensyaratk€m agar setiap instansi penyelenggara pelayanan memiliki

sebuah standar pelayanarL.

Dengan demikian diharapkan pen1rusunzrn buku ini memberikan

kontribusi nyata bagi upe ya perbaikan kua-litas pelayanan publik

DINAS,

DINAS *

\A NE UDAN
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